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*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan
kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren
(pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh
pembicara yang lain.




SIDANG DIBUKA PUKUL 07.59 WIB

KETUA: SALDI ISRA [00:11]

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang Pemeriksaan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota Legislatif di Provinsi Maluku Utara dibuka, persidangan
dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk
kita semua.

Hari ini untuk sesi awal pagi hari ini ada 10 perkara dari Maluku
Utara yang mau disampaikan permohonannya oleh Pemohon atau
Kuasanya. Kita cek satu-satu.

Kuasa untuk Perkara 120. 120, hadir ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 120-01-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ZULFIKRAN A. BAILUSSY

Hadir, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [00:54]
Oke, silakan. Untuk Perkara 156, hadir?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO

Hadir, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:03]

Hadir, terima kasih.

Perkara 162? Hadir, terima kasih.
Perkara 127? Terima kasih.
Perkara 1367 Hadir.

Perkara 017?

Perkara 967?



10.

11.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:25]

Hadir, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:27]
Hadir, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:28]

Hadir, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:28]

Perkara 115? Terima kasih. Perkara 115, hadir.

Perkara 1507 Terima kasih.

Perkara 171? Terima kasih.

Tidak perlu memperkenalkan diri karena terlalu banyak kalau
memperkenalkan diri.

Termohon, silakan, Pak Afif.

TERMOHON: M. AFIFUDDIN [01:54]

Terima kasih, Yang Mulia.
Pagi ini Termohon hadir, saya Mochammad Afifuddin, Komisioner
KPU RI bersama Tim Hukum dari KPU.

KETUA: SALDI ISRA [02:02]

Terima kasih. Jadi enggak usah memperkenalkan diri ya, nanti
diprotes sebelah sini nanti, kami enggak boleh memperkenalkan diri.

Pihak Terkait? Pihak Terkait untuk Perkara 120? Enggak ada, ya.

Pihak Terkait untuk Perkara 156? Enggak ada juga.

Pihak Terkait untuk Perkara 162? Terima kasih.

Pihak Terkait untuk Perkara 127? Enggak ada.

Pihak Terkait untuk Perkara 1367 Nah, ini agak kelebihan ini, kok
sampai tiga .. ada yang lain perkaranya yang dipegang Pihak
Terkaitnya? Cuma satu? Ya, ketentuannya itu masing-masing pihak cuma
boleh diwakili oleh dua orang. Nanti Anda berunding, siapa yang mau
meninggalkan ruangan, nanti daripada yang lain nambah. Oh, beda
partai, ya? Oke, mohon maaf. Berarti ada lebih dari satu partai. Nanti
saya cek.

Pihak Terkait untuk Perkara 01? Hadir. Beda partai juga? Oke.
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Pihak Terkait untuk Perkara 1157
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 115-01-17-
32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TOTOK PRASETIYANTO
[03:18]

Hadir, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [03:23]

Terima kasih. Pihak Terkait untuk Perkara 150? Enggak ada.

Pihak Terkait untuk Perkara 1717

Yang baru masuk, Pak Amin[sic!] perkara berapa?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 01-01-05-
32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Nomor 1.
KETUA: SALDI ISRA

Nomor 1 Pihak Terkait? Oke, silakan. Harusnya Nomor 1, Nomor 1
juga datangnya.

Bawaslu, silakan. Enggak ada komisionernya?

BAWASLU: ADRIAN YORO NALENG [03:56]

Izin, Komisioner Bawaslu, Maluku Utara II bersama dengan
kabupaten/kota.

KETUA: SALDI ISRA [03:58]
Oke. Komisioner Bawaslu RI nya belum datang?
BAWASLU: ADRIAN YORO NALENG [04:03]
Siap. Belum, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [04:04]
Belum, ya?
BAWASLU: ADRIAN YORO NALENG [04:06]

Ya, Yang Mulia.
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22,

23.

24.

KETUA: SALDI ISRA [04:07]

Terima kasih.

Ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Satu, masing-masing
perkara itu dapat jatah menyampaikan permohonannya, pokok-pokoknya
saja 10 menit kalau perkara itu hanya satu dapil, tapi kalau di perkara itu
ada dua dapil, dikalikan dua, bisa 20 menit paling maksimal, kalau tiga
dapil bisa 30 menit, begitu seterusnya, jangan lebih dari itu. Nah, itu
yang pertama.

Yang kedua, perlu disampaikan, ini jangan nanti ada masalah
terkait dengan Yang Mulia Pak Arsul Sani. Beliau berdasarkan hasil Rapat
Permusyawaratan Hakim, tetap diminta untuk menjadi ikut serta dalam
Panel 2 ini. Sebab kalau beliau enggak ikut, nanti kurang anggotanya,
nanti kita terpaksa tarik salah satu Kuasa Hukum jadi Hakim di
depannya, agak repot juga nanti. Tapi untuk klir ya, beliau akan
menyidangkan ikut prosesnya, tapi tidak akan ikut memutus untuk
perkara-perkara yang Pemohonnya PPP atau yang Pihak Terkaitnya ada
PPP. Jadi, hak ingkar beliau, inisiatif sendiri, kesadaran sendiri, itu akan
digunakan pada pengambilan keputusan, tidak pada proses persidangan.
Nah, kalau dalam proses persidangan ini ada Pemohonnya PPP atau
Pihak Terkaitnya PPP, beliau juga tidak akan aktif, tidak akan
mengajukan pertanyaan dan segala macamnya, tidak akan melakukan
pendalaman.

Cukup, ya? Bisa dipahami, supaya kita bisa nanti tidak ada saling
curiga juga. Nanti akan kelihatan dalam putusan, apa beliau
menggunakan hak untuk memutus atau tidak. Tapi, itu sudah menjadi
hasil Rapat Permusyawaratan Hakim dan tugas saya menyampaikan
kepada kita yang ada dalam ruangan ini.

Kita mulai dari Perkara Nomor 120, Partai PKB. Disilakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 120-01-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ZULFIKRAN A. BAILUSSY [06:43]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [06:47]
Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 120-01-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ZULFIKRAN A. BAILUSSY [06:49]

Izin, kami hanya membacakan Pokok Permohonannya saja.
Pokok Permohonan.
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26.

27.

28.

29.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh

pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara di
Provinsi Maluku Utara sebagai berikut.

1.

Bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024
tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret
2024, pukul 22.19 WIB, khusus untuk Pemilihan Umum pada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

. Bahwa terhadap penetapan hasil perolehan suara yang dilakukan oleh

Termohon, terdapat perbedaan selisih perhitungan antara Pemohon
dengan Termohon, sehingga merugikan Pemohon dengan hilangnya
kursi perolehan suara yang seharusnya Pemohon dapatkan pada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

. Bahwa terjadi perbedaan perolehan suara tersebut, dapat kami

uraikan sebagai berikut. Izin, Yang Mulia (...)

KETUA: SALDI ISRA [08:05]

Ini permohonan perseorangan, ya? Permohonan perseorangan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 120-01-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ZULFIKRAN A. BAILUSSY [08:10]

Permohonan perseorangan.

KETUA: SALDI ISRA [08:11]

Oke, lanjutkan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 120-01-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ZULFIKRAN A. BAILUSSY [08:15]

Partai, Yang Mulia. Izin.

KETUA: SALDI ISRA [08:18]

Pemohonnya partai, ya?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 120-01-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ZULFIKRAN A. BAILUSSY [08:19]

Ya.
KETUA: SALDI ISRA [08:21]
Oke, silakan. Lanjut.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 120-01-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ZULFIKRAN A. BAILUSSY [08:23]

Bahwa menurut Pemohon ... tabel dianggap ... dianggap
dibacakan saja, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [08:28]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 120-01-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ZULFIKRAN A. BAILUSSY [08:28]

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara disebabkan
adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Kao Teluk sebanyak 1
suara. Pengurangan suara tersebut karena Termohon diduga dengan
sengaja telah menghilangkan suara Pemohon, dalam hal ini Caleg
Nomor Urut 3 atas nama Clara Pureng pada Form D.Hasil Kabupaten,
Bukti P-4.

2. Bahwa Termohon berdasarkan Form D.Hasil Kabupaten untuk
pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil III
perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa adalah 2.091 suara.
Sedangkan menurut Pemohon, berdasarkan Formulir C.Hasil Plano
dan Formulir C.Hasil Salinan dan Formulir D.Hasil Kecamatan Suara
Partai Kebangkitan Bangsa adalah 2.092 suara. Sedangkan
berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Halmahera Utara
terjadi pengurangan 1 suara Pemohon menjadi 2.091.

3. Bahwa hilangnya suara Pemohon terjadi pada TPS 2 Desa Dum-Dum
Kecamatan Kao Teluk. Izin, Yang Mulia, tabel dianggap dibacakan.

KETUA: SALDI ISRA [09:39]

Ya, lanjut.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 120-01-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ZULFIKRAN A. BAILUSSY [09:40]

4. Bahwa Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dari
Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 3 atas nama Clara Pureng
memperoleh 1 suara di Kecamatan Kao Teluk, tepatnya di TPS 2 Desa
Dum-Dum berdasarkan Form C.Hasil Plano dan Form C.Hasil Salinan
serta Form D.Hasil Kecamatan. Menurut Termohon Calon Anggota DPRD
tersebut memperoleh 0 (nol) suara berdasarkan Form D.Hasil Kabupaten
Halmahera Utara.

Izin, Yang Mulia. Tabel dianggap dibacakan.

KETUA: SALDI ISRA [10:08]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 120-01-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ZULFIKRAN A. BAILUSSY [10:09]

5. Bahwa berdasarkan tabel di atas, telah terjadi pengurangan suara
yang dilakukan oleh Termohon terhadap suara dari Pemohon. Dalam
hal ini Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dari Partai
Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 3 Saudara Clara Pureng, dari 1 (satu)
menjadi 0 (nol). Dimana pengurangan ini terlihat adanya
ketidaksesuaian antara Form C.Hasil Plano, C.Hasil ... C.Salinan dan
D.Hasil Kecamatan. Apabila dibandingkan dengan Form D.Haslil
Kabupaten pada Form C.Hasil Plano, C.Salinan TPS ... C.Salinan TPS 2
Desa Dum-dum dan Form D.Hasil Kecamatan. Caleg PKB Nomor Urut
3 memperoleh 1 (satu) suara. Sedangkan Form D.Hasil Kabupaten
Caleg PKB Nomor Urut 3 memperoleh 0 (nol) suara.

6. Bahwa Pemohon telah menyampaikan ihwal kurangnya suara
Pemohon ke Bawaslu Halmahera Utara, sebagaimana tanda bukti
penyampaian Laporan Nomor  014/LP/PL/Kab/32.07/111/2024
tertanggal 21 Maret 2024.

7. Bahwa dengan demikian, Pemohon meminta dengan hormat kepada
Yang Mulia Mahkamah, untuk mengembalikan suara Pemohon
tersebut pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara
Dapil 3, Kecamatan Kao Malifut, Kecamatan Kao, Kecamatan Kao
Utara, Kecamatan Kao Barat, dan Kao Teluk. Sehingga perolehan
suara Pemohon yang sebelumnya didetapkan oleh Termohon sebesar
2.091 menjadi 2.092. Lanjut, Yang Mulia.

Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Halmahera
Utara untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS-01 Desa
Makaeling, Kecamatan Kao Teluk.

Satu (...)
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42,

KETUA: SALDI ISRA [11:56]

Enggak usah diuraikan, ya. Itu poinnya jelas, ya. Jadi ini ada
rekomendasi yang tidak dilaksanakan. Oke lanjut, poin berikutnya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 120-01-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ZULFIKRAN A. BAILUSSY [12:07]

Bahwa pada saat Pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan,
Pemohon mengajukan keberatan melalui saksi Partai, Bukti P-10, terkait
dengan adanya pemilih bernama Wasti Husen yang memberikan suara
menggunakan KTP-Elektronik di luar Desa Makaeling dan terdaftar di
DPT Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo dan pemilih tersebut namanya
ada di TPS 06 Desa Gosoma Nomor Urut 263, Bukti P-11, dan di saat
Pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Halmahera Utara, Pemohon
juga mengajukan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi,
terkait dengan pelanggaran pemilu yang terjadi di TPS 01 Desa
Makaeling, Kecamatan Kao Teluk.

3. Bahwa pada pokoknya rekomendasi pemungutan suara ulang
diberikan oleh KPU Halmahera Utara untuk melaksanakan pemungutan
suara di TPS 01 Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk. Adapun
persoalan yang mendasari terbitnya rekomendasi PSU tersebut adalah
pada tanggal, 21 Februari 2024, rapat Pleno terbuka Kecamatan Kao
Teluk, pada saat perhitungan suara untuk DPR RI kurang-lebih pada
pukul 13.00 WIT ada terdapat selisih antara pengguna hak pilih dalam
DPT, DPTb, dan DPK di TPS 1 Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk.
Atas dasar tersebut, Panwaslu Kecamatan Kao Teluk, mengeluarkan
rekomendasi untuk membuka kotak suara di TPS 01 Desa Makaeling
untuk melihat daftar hadir dalam DPT, DPTb, dan DPK. Ada lampiran
dalam daftar hadir pemilih DPK, yaitu KTP-Elektronik pemilih setelah
diperiksa ternyata ditemukan adanya pemilih DPK di TPS 01 memberikan
suara menggunakan KTP di luar dari Desa Makaeling, dimana pemilih di
atas nama Wasti Husen tercatat dalam KTP beralamat di Desa Gosoma,
Kecamatan Tobelo, atau daerah pemilih lain, tepatnya berada di daerah
pemilihan Halmahera Utara 1.

KETUA: SALDI ISRA [13:57]
Poin berikutnya dianggap dibacakan, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 120-01-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ZULFIKRAN A. BAILUSSY [13:59]

Ya, poin berikutnya dianggap dibacakan.
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49,

KETUA: SALDI ISRA [14:01]
Poin-poin berikutnya dianggap dibacakan. Terus, lanjut.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 120-01-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ZULFIKRAN A. BAILUSSY [14:03]

Bahwa tanpa alasan yang cukup, Termohon tidak melaksanakan

(-)

KETUA: SALDI ISRA [14:07]

Bukan, dilanjutkan, itu dasar hukumnya ndak usah dibacakan, itu
kan cerita TPS-nya itu sudah selesai. Dilanjutkan ke poin (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 120-01-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ZULFIKRAN A. BAILUSSY [14:15]

Poin 7, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [14:17]
Poin 9.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 120-01-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ZULFIKRAN A. BAILUSSY [14:20]

Poin 9, bahwa selisih suara antara Pemohon dengan peraih kursi
terakhir adalah 1.000[sic!] ... untuk Pemohon atas nama Caleg atas
nama Yusri Bailussy 1.125, total perohan suara Caleg. Total perolehan
suara partai politik 2.091 dan peraih kursi terakhir Perindo memperoleh
764, total perolehan suara Caleg dan total perolehan suara partai politik
2.135 selisih 44.

Poin 10, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 57/PHP.BUP/angka romawi (...)

KETUA: SALDI ISRA [15:05]

2021.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 120-01-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ZULFIKRAN A. BAILUSSY 2021 [15:06]

2021 terhadap peristiwva Hukum serupa Mahkamah Yang Mulia
pernah memerintahkan dilaksanakannya PSU pada saat pelaksanaan
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Halmahera Utara.

11. Bahwa total DPT TPS 01 Desa Makaeling adalah 242 pemilih
dengan selisih total perolehan suara, suara parpol peserta pemilu
sebanyak 44 pemilih, maka dilaksanakan pemungutan suara ulang akan
mempengaruhi perolehan suara kursi Partai Politik peserta pemilu.

12. bahwa dengan demikian beralasan menurut hukum
dilaksanakan pemenghutan suara di TPS 01 Desa Makaeling, Kecamatan
Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara khusus untuk pemilu DPRD
Kabupaten Halmahera Utara.

Petitum (...)

KETUA: SALDI ISRA [15:47]
Oke, langsung Petitum.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 120-01-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ZULFIKRAN A. BAILUSSY [15:48]

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon
kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut.

1. Mengabulkan permohon ... permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Keputusan KPU ... Keputusan Komisi Pemilihan Umum
RI Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum
Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal
20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. Sepanjang hasil Pemilihan Umum
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Daerah
Pemilihan III Kecamatan Malifut, Kecamatan Kao, Kecamatan Kao
Utara, Kecamatan Kao Barat, dan Kecamatan Kao Teluk.

3. Memerintahkan  kepada  Komisi ~ Pemilihan ~ Umum  untuk
mengembalikan suara Pemohon yang dihilangkan oleh Termohon.

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon
untuk pengisian keanggotaan DPRD Halmahera Utara sebagai berikut.

Perolehan suara Pemohon pada Pemilu Tahun 2024 khusus
Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Partai Politik, PKB, menurut
Termohon 291 dan menurut Pemohon 2.092.
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5. Memberintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan
pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Makaeling, Kecamatan Kao
Teluk, Kabupaten Halmahera Utara untuk jenis pemilihan anggota
DPRD Kabupaten.

6. Memberintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan
keputusan ini.

Dan/atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya.
Terima kasih, Yang Mulia. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

KETUA: SALDI ISRA [17:30]

Terima kasih ... terima kasih sudah menyampaikan
permohonannya, ya. Dari tim advokasinya PKB. Ada yang mau
ditambahkan?

Silakan, Yang Mulia Pak Ridwan.

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [17:55]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Saudara Pemohon, ya. Ini Kartu Advokatnya Muhammad Nova ini
belum diserahkan, ya? Belum ada di sini? Kartu Advokat atas nama
Muhammad Nova Abu Bakar.

Oke. Kenapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 120-01-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [18:14]

Mohon izin, Yang Mulia.

Kami ... nama saya Erry Ayudhiansyah. Saya Kuasa Hukum dari
Pemohon Perkara 120. Perlu saya sampaikan di sini bahwa Kuasa hukum
atas nama Muhammad Nova, sudah mengundurkan diri.

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [18:31]
Oh, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 120-01-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [18:31]

Secara lisan, tapi kepada DPP PKB. Namun, dengan prinsip kehati-
hatian. Maka, kami ingin ada pengunduran diri secara tertulis dulu, baru
akan kami sampaikan kepada Yang Mulia.
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HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [18:49]
Ya, baik, terima kasih.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 120-01-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [18:50]

Terima kasih.
HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [18:54]

Saudara ... ini juga atas nama Hendra Kasim ini berakhir sudah,
26 April Hendra Kasim. Ya, silakan bagaimana ini? Sudah disampaikan?

KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [19:12]
(Ucapan tidak terdengar jelas) saya tunjukkan yang asli di sini.
HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [19:13]

Ya, mana? Coba 26 April, berakhir, sudah di-expired, diperpanjang
ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [19:24]
Izin, Yang Mulia ... Yang Mulia, izin.

KETUA: SALDI ISRA [19:21]
Nanti.

KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [19:26]
Maksudnya saya, hanya klarifikasi saja (...)

KETUA: SALDI ISRA [19:27]

Bukan. Ya, nanti kita ... tenang dulu, ini bagian di sini dulu. Sabar,
ya. Nanti kalau ada keberatan segala macam, ada forumnya nanti.

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [19:41]

Ya, coba-coba.
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KETUA: SALDI ISRA [19:40]

Coba diantar.

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [19:43]

Tunjukkan.

KETUA: SALDI ISRA [19:44]

Kapan itu habisnya? Bukan, ini berakhirnya 26 April 2024. Eh, ini
cepat diambil! Jangan kasih barang apa ... yang sudah expired. Makanya
jadi lawyer tuh, harus hati-hati tuh, ini nanti salah kasih nomor, apalagi
ATM ke saya nanti. Nah, ini yang baru. Nanti tolong difotokopi ya, ini
berlakunya sampai 26 April 2027. Oke. Ada lagi?

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [20:15]

Ya. Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

KETUA: SALDI ISRA [20:27]
Cukup. Silakan, tadi apa yang mau disampaikan?

KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [20:31]

Ya, ini hanya untuk klarifikasi saja nih, posisi yang barusan
diperiksa Lawyer ini. Ini kan Sidang Pemeriksaan Pemohon.

KETUA: SALDI ISRA [20:36]

Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [20:39]

Dari Kuasa Pemohon, tapi posisinya ada di Terkait.
KETUA: SALDI ISRA [20:36]

Jadi gini, ini karena timnya ... apa ... PKB itu tim, jadi masuklah
nama beliau di permohonan ini. Ini kita akan tanya, ini Pihak Terkait
untuk perkara nomor berapa? Kita mau tanya itu. Ya.

Pihak Terkait untuk Perkara 162, jadi bukan perkara yang baru
disampaikan. Klir, ya?



77.

78.

79.

80.

81.

14

KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [20:53]
Klir, Yang Mulia. Terima kasih.
KETUA: SALDI ISRA [21:01]

Jadi ini lawyer ini karena ... apa ... ada Pemohon ada juga, Pihak
Terkait ... banyak sisinya dapat uang sekarang ini, gitu. Jadi kita enggak
ketat-ketat amat, sepanjang klir, untuk yang ini, itu kuasanya. Nanti
Pihak Terkait untuk perkara lain.

Oke, ya. Cukup? Ini berarti penyampaian Permohonan untuk
Perkara 120 selesai.

Kita lanjutkan untuk Perkara 156. Kuasa Hukumnya siapa? Ini
sendiri atau berdua?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [21:42]

Sendiri, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [21:45]

Sendiri. Yang lebih banyak dapatnya kalau sendiri dibanding
berdua itu. Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [21:48]

Ya. Terima kasih.

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Kepada Yang Mulia ... Yang Terhormat, Yang Mulia Ketua
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nomor 6 di Jakarta Pusat.

Perkenalkan saya, Darman Sugianto dan kawan-kawan,
kesemuanya adalah Advokat Kuasa Hukum dari Tim Advokasi Partai
Kebangkitan Bangsa yang beralamat di Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9
RT 2/RW ... Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah
Khusus Ibu Kota Jakarta.

Bersama Surat Kuasa Khusus, tertanggal, 21 Maret 2024,
terlampir bertindak untuk atas nama Billy Theodorus beralamat di Dusun
Zeki RT 001/RW 001, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten
Halmahera Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak
untuk atas nama pemberi Kuasa, selanjutnya sebagai Pemohon.
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KETUA: SALDI ISRA [22:37]
Oke. Lanjut ke Pokok Permohonan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [22:46]

Ya, baik, Yang Mulia.

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk Kewenangan Mahkamah
Mahkamah, serta Kedudukan Hukum Pemohon, mohon dianggap untuk
dibacakan.

KETUA: SALDI ISRA [23:00]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [23:01]

Kami teruskan, serta Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Di
Pokok Permohonan.

Bahwa persoalan permohonan yang benar ... benar dan ber ...
berpengaruh pada peringkat suara sah Calon Anggota DPRD Kabupaten
Halmahera Selatan di Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut.

Tabel 1, persaingan ... persandingan perolehan suara calon DPRD
kabupaten menurut Termohon dan Pemohon, partai politik dan calon
Partai Kebangkitan Bangsa, Perolehan suara menurut Termohon=158,
menurut Pemohon=186. Sementara calon Partai PKB Nomor Urut 1,
Nama Safri Talib, S.H.=1.122, sementara menurut Pemohon=1.094,
selisih=28. Billy Theodorus, menurut Termohon=1.099 dan menurut
Pemohon juga sama=1.099.

Bahwa berdasarkan tabulasi ... tabel di atas, terlihat bahwa suara
Partai PKB menurut Termohon adalah sebanyak 158 suara dan Calon
Urut Nomor 1 atas nama Safri Talib, S.H., memperoleh 1.122 suara,
sedangkan Calon Urut 6 atas nama Billy Theodorus memperoleh 1.099
suara. Dan dengan demikian, maka Calon Urut 1 menempati peringkat 1,
perolehan suara Dapil V Kabupaten Halmahera Selatan.

Namun menurut Pemohon, berdasarkan data yang diperoleh dari
Form C.Hasil Salinan, suara Partai PKB seharusnya sebanyak 186 suara
dan Calon Urut 1 atas nama Safri Talib memperoleh suara 1.094 suara
dan Calon Urut 6 atas nama Billy Theodorus memperoleh 1.099 suara.

Dan dengan demikian, maka calon yang menempati peringkat 1
perolehan suara di Dapil V Kabupaten Halmahera Selatan adalah Billy
Theodorus.
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Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara calon di atas
disebabkan adanya penambahan suara Calon Legislatif Nomor Urut 1
atas nama Safri Talib yang diambil atau digeser dari perolehan suara
Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 4 Kecamatan Bacan Selatan, Desa
Gandasuli sebanyak 3 suara.

TPS 1 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Kampung Makian sebanyak
2 suara.

TPS 2 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Kampung Makian sebanyak
1 suara.

TPS 3 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Kampung Makian sebanyak
1 suara.

TPS 4 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Kampung Makian sebanyak
4 suara.

TPS 7 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Kampung Makian sebanyak
3 suara.

TPS 9 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Kampung Makian sebanyak
2 suara.

TPS 2 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Mandaong sebanyak 2
suara.

TPS 4 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Mandaong sebanyak 2
suara.

TPS 7 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Mandaong sebanyak 2
suara.

TPS 8 Kecamatan Bacan Selatan, Desa Mandaong sebanyak 1
suara.

TPS 14 Keca (...)

KETUA: SALDI ISRA [25:53]
Ini tabel ya yang dibacakan semua?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [25:53]

Siap, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [25:56]
Oh, tabel enggak usah dibaca.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [25:56]

Siap.
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KETUA: SALDI ISRA [25:56]

Saya ini lupa mengingatkan, Anda baca juga menghabiskan waktu
saja.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [26:01]

Siap.
KETUA: SALDI ISRA [26:01]
Terus, lanjut.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [26:06]

Mengenai tabulasi, mohon untuk dianggap dibacakan, ya.
KETUA: SALDI ISRA [26:05]
Ya, dianggap dibacakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [26:11]

Penjelasan tabel, mohon untuk kami bacakan sebanyak 15 poin,
Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [26:11]
Wah, banyak sekali itu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [26:11]

Ya.
KETUA: SALDI ISRA [26:17]

Kan sama, ya?



99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

18

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [26:17]

Ya.
KETUA: SALDI ISRA [26:17]

Nanti, biar dibaca oleh Pemohon saja ... oleh Pihak Termohon
saja.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [26:22]

Mungkin perlu kami ... penting juga kami sampai (...)
KETUA: SALDI ISRA [26:24]
Poin yang penting yang mana?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [26:24]

Ya(...)
KETUA: SALDI ISRA [26:24]
Dari 15 itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [26:26]

Penting juga kami perlu sampaikan bahwa Yang Mulia (...)
KETUA: SALDI ISRA [26:26]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [26:26]

Dalil permohonan kami ini adalah di 4 desa, 1 kecamatan
sebanyak 15 TPS.
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KETUA: SALDI ISRA [26:27]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [26:27]

Pergeseran suara partai ke salah satu caleg PKB.
KETUA: SALDI ISRA [26:32]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [26:37]

Siap. Mungkin kami, penjelasan tabel kami lanjuti, mohon bisa
dibaca.

KETUA: SALDI ISRA [26:43]

Ya. Tapi pilih-pilih, ya. Jangan semua, ini banyak sekali penjelasan
tabelnya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [26:46]

Siap, siap, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [26:49]
Ya. Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [26:48]

Mungkin kami langsung pada poin yang 16, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [26:50]

Oke.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [26:53]

Berdasarkan tabel tersebut di atas, juga diketahui bahwa total
selisih perolehan suara Calon Nomor Urut 1 terjadi penambahan
sebanyak 28 suara yang seharusnya total perolehan suara Calon Nomor
Urut 1 pada TPS 14 yang tersebar di 4 desa pada Kecamatan Bacan
Selatan berdasarkan C.Hasil ataupun C-Plano hanya 279 suara, hamun
dalam D.Hasil suara Calon Nomor 1 bertambah 28 suara, sehingga
jumlah suaranya menjadi 307.

KETUA: SALDI ISRA [27:24]
Ini di kecamatan berarti ya, bertambahnya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [27:24]

Ya.
KETUA: SALDI ISRA [27:24]
Di rekap kecamatan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [27:29]

Ya, Yang Mulia. Pada saat di rekap kecamatan.
KETUA: SALDI ISRA [27:31]
Anda, ada mengajukan buktinya ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [27:33]

Ada, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [27:35]

Ya (...)
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [27:35]

Ya (...)
KETUA: SALDI ISRA [27:35]

Nanti kita cek, silakan.
Ini kan yang kayak-kayak gini ini, gampang kita buktikan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [27:37]

Siap.
KETUA: SALDI ISRA [27:37]

Jadi, nanti D yang Anda jadikan bukti, kita sandingkan dengan D
dari Termohon.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [27:39]

Siap.
KETUA: SALDI ISRA [27:45]
D Pihak Terkait, nanti ada penjelasan Bawaslu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [27:45]

Siap.
KETUA: SALDI ISRA [27:45]
Ya? Silakan, lanjut.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO

Ya. 279+28=307, sedangkan perolehan suara Partai PKB terjadi
pengurangan sebanyak 28 suara yang seharusnya total perolehan suara
partai pada 14 TPS yang tersebar di empat desa pada Kecamatan Bacan



134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

22

Selatan berdasarkan C.Hasil ataupun C Plano sebanyak 47 suara. Namun
dalam D.Hasil suara Partai PKB hanya 19 suara atau 47-28=109.

Bahwa dengan demikian, Pemohon telah dapat membuktikan
adanya penambahan suara Calon Urut Nomor 1 atas Nama Safri Talib
sebanyak 28 suara, yang menurut Pemohon diperoleh karena adanya
pengurangan suara Partai PKB dengan jumlah yang sama, yakni 28
suara.

Mungkin poin 18 (...)

KETUA: SALDI ISRA [28:34]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [28:35]

Kami lewati.
KETUA: SALDI ISRA [28:37]
Lanjut.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [28:39]

Lanjut di tabel (...)
KETUA: SALDI ISRA [28:40]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [28:40]

Urutan peringkat Calon PKB Dapil V, Caleg PKB Safri Talib Nomor
Urut 1, perolehan suara 1.094, seharusnya menjadi peringkat 2.
Sementara nomor ur ... Caleg Nomor Urut 6, Billy Theodorus 1.099,
seharusnya menjadi peringkat 1.
KETUA: SALDI ISRA [28:57]

Oke.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [28:59]

Selanjutnya.

Bahwa berdasarkan dal ... atas dalil-dalil sebagaimana diuraikan di
atas, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Permohonan Pemohon
dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun
2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD
secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20
Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang pengisian Keanggotaan DPRD
Kabupaten Halmahera Selatan di Daerah Pemilihan Halmahera Selatan V.
Dan lain daripada itu, Pemohon juga Pemohon kepada Yang Mulia Ketua
Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang menetapkan
hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPRD
Kabupaten Halmahera Selatan di Daerah Pemilihan Halmahera Selatan V,
sebagai berikut.

Nama Caleg Nomor Urut 1 ... nama Caleg Partai PKB, Nomor Urut
1 Safri Talib, perolehan suara 1.094, peringkat 2. Nama Caleg Nomor
Urut 6, Billy Theodorus, perolehan suara 1.099, peringkat 1. Selanjutnya.

Berdasarkan atas seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas,
Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Mahkamah
menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

KETUA: SALDI ISRA [30:09]
Ini Petitum, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [30:10]

Ya, langsung Petitum.
KETUA: SALDI ISRA [30:11]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [30:12]

1. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum ... Komisi Pemilihan
Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pilihan
Umum Anggota DPR, DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum
Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB
sepanjang daerah pemilihan sebagai berikut.
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Dapil V untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera
Selatan, Partai Kebangkitan Bangsa.

2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon

untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan
Halmahera Selatan V, sebagai berikut.
Perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD
Kabupaten Halmahera Selatan, Caleg PKB Nomor Urut 1 Safri Thalib,
perolehan suara 1.094 seharusnya peringkat 2. Caleg PKB Nomor 6
Billy Theodorus, perolehan suara 1.099 harusnya peringkat 1.

3. Selanjutnya, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk
melaksanakan putusan ini.

Terima kasih.

KETUA: SALDI ISRA [31:07]

Terima kasih.
Jadi, ini perebutan kursi di internal partai, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [31:13]

Partai, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [31:15]

Jadi, yang nomor 6 menjadi nomor 1, suaranya menjadi 1.099,
menurut yang Saudara dalilkan. Sementara yang nomor 1 menjadi

1.094, sehingga menjadi nomor urut 2, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [31:29]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [31:30]
Ini kursi berapa di dapilnya ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [31:32]

Kursi keempat, Yang Mulia.
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KETUA: SALDI ISRA [31:33]
Kursi ... kursi keempat. Berapa kursi di dapil itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [31:35]

Tujuh kursi.
KETUA: SALDI ISRA [31:36]
Tujuh kursi. Oke. Terima kasih.
Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia?

Buktinya belum, ya? Anda bukti sudah diserahkan belum?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [31:48]

Kami sudah serahkan di depan, Yang Mulia, tadi.
KETUA: SALDI ISRA [31:50]
Di depan, ya. Tapi belum sampai ke sini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [31:52]

Belum.
KETUA: SALDI ISRA [31:53]

Nanti verifikasinya, masih perlu waktu itu. Kalau enggak bisa
disahkan, bisa kita sahkan di sidang berikutnya. Terima kasih, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [32:03]

Siap, terima kasih.
KETUA: SALDI ISRA [32:05]

Ini kalau sama-sama PKB, itu kan bisa saling berdamai lah. Yang
penting kita selesaikan dulu, ya.

Oke. Berikut Nomor 162, siapa Kuasa Hukumnya? Ini masih PKB
ini?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [32:21]

Saya, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [32:22]
Silakan. Siapa namanya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [32:24]

Perkenalkan nama saya Ian Matheis, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [32:26]
Siapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [32:25]

Ian Matheis, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [32:28]

Bentar, saya lihat dulu. Ian Matheis. Ya, silakan Nomor 7 di sini
urutan. Ian Matheis, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [32:35]

Ya. Izin, Yang Mulia. Para Yang Mulia ... kepada Yang Terhormat,
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Barat
Nomor 6 di Jakarta Pusat.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini ... dianggap
dibacakan, Yang Mulia.
1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.
2. Kedudukan Hukum Pemohon dianggap dibacakan.
3. Tenggang Waktu Pengajuan Pemohonan dianggap dibacakan.
4. Permohonan Pemohon dianggap dibacakan ... eh, 4. Mohon maaf,

Yang Mulia. Pokok permohonan Pemohon.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh
pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah
Pemilihan III Partai PKB sebagai berikut.
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1.1 Rekapitulasi suara Pemohon pada tingkat kecamatan di empat
kecamatan, vyaitu Kecamatan Loloda, Kecamatan Loloda Tengah,
Kecamatan Ibu Utara, dan Kecamatan Ibu Pada Daerah Pemilihan III,
Kabupaten Halmahera Barat, untuk Partai Kebangkitan Bangsa.

Sebagaimana tabel 1, uraian suara Pemohon calon anggota DPRD
Kabupaten Halmahera Barat, Daerah Pemilihan III Partai PKB Nomor 2
(dua) atas nama Desiana Murary, S.E.

Satu, pada Kecamatan Loloda=258 suara, Kecamatan Loloda
Tengah=69 suara, Kecamatan Ibu Utara=88 suara, Kecamatan Ibu=213
suara. Sehingga total suara Pemohon adalah 628 suara. Uraian di tabel
urut ke-2 ... uraian pada tabel angka 2, Calon Anggota DPRD Kabupaten
Halmahera Barat Daerah Pemilihan III Partai PKB Nomor Urut 1 (satu)
atas nama Mujain Bessy, S.IP., M.Si. Selanjutnya ... seharusnya
memperoleh suara saksi bagaimana tabel di bawah. Untuk Kecamatan
Loloda=44 suara, Kecamatan Loloda Tengah=61 suara, Kecamatan Ibu
Utara=89 suara, Kecamatan Ibu=418 suara. Sehingga total suara
sah=612 suara. Selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [34:36]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [34:37]

1.1.1, 1.2 dilanjutkan hingga (...)
KETUA: SALDI ISRA [34:42]
Hingga?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [34:43]

Padal .. 1.1.4.
KETUA: SALDI ISRA [34:46]
Oke, lanjut.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [34:48]

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, Termohon
melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan yang dilaksanakan di
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Gedung Pertemuan Kecamatan Ibu, yang dihadiri oleh saksi dari partai
politik pengawas Kecamatan Ibu. Bahwa pada saat Termohon melakukan
perhitungan suara Pemohon dan Calon Anggota DPRD Kabupaten
Halmahera Barat Daerah Pemilihan IIT Nomor Urut 1 (satu) atas nama
Mujain Bessy, terdapat ketidaksesuaian perolehan suara sebagai berikut.
Tabel enam, perolehan suara Pemohon dan Calon Anggota DPRD
Kabupaten Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan III Partai PKB
Nomor Urut 1 (satu) atas nhama Mujain Bessy di Kecamatan Ibu, menurut
Termohon=435 suara, sedangkan menurut Pemohon 418 suara (...)

KETUA: SALDI ISRA [35:33]
Oke. Ada kelebihan 17, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [35:35]

Ya. Ada selisih 17 suara, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [35:36]
Sementara, Bu Desiana Murary itu kurang satu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [35:39]

Kurang satu, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [35:40]
Oke. Terus?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [35:42]

Selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia. Hingga pada angka
1.1.5. Bahwa atas dasar perbedaan perolehan suara sebagaimana ... izin,
Yang Mulia, dengan renvoi 1.1.4 (...)
KETUA: SALDI ISRA [35:58]

Yang mana itu renvoinya?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [36:01]

Di 1.1.5, Yang Mulia, di situ di tulis 4.1.4.
KETUA: SALDI ISRA [36:07]
Yang betulnya berapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [36:08]

Renvoinya 1.1.4, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [36:10]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [36:11]

Ya, dilanjutkan, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [36:13]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [36:14]

Bahwa, atas perbedaan perolehan hasil, sebagaimana angka 1.1.4
di atas, kemudian Pemohon meminta kepada Termohon untuk diubah
dan disesuaikan dengan Form C.Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat
dan Form C.Salinan. Sebagaimana Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-39
yang diperoleh oleh Pemohon pada keseluruhan TPS yang tersebar di
Kecamatan Ibu. Kemudian, disetujui oleh Termohon untuk mengubah
seketika perolehan suara dan calon Anggota DPRD Kabupaten
Halmahera Barat, Daerah Pemilihan III atas nama Mujain Bessy in casu
menyesuaikan sebagaimana tabel 2.4.

KETUA: SALDI ISRA [36:50]

Ini mengubah seketikanya di Kecamatan, ya?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [36:52]

Ya, mengubah seketika di Kecamatan, Yang Mulia. Sehingga,
terjadi persesuaian, sebagaimana di tabel 2.4. Untuk Pemohon dan
Termohon, Pemohon Nomor Urut 1 Mujain Bessy=418 dan
Pemohon=418. Untuk Nomor 2 atas nama Desiana Murary=213 versi
Pemohon dan Termohon=213.

KETUA: SALDI ISRA [37:14]
Oke berarti kan, enggak ada beda, kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [37:16]

Ya, enggak ada beda, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [37:18]
Ya, silakan lanjut.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [37:19]

1.1.6 Bahwa atas perubahan perolehan suara tersebut di atas
yang disesuaikan oleh Termohon sesuai Form Model C.Hasil DPRD
Kabupaten Halmahera Barat dan Form C.Salinan DPRD Kabupaten
Halmahera Barat, video Bukti P-6 sampai Bukti P-39 disetujui oleh
Termohon, namun perubahan perolehan Suara Pemohon in casu tidak
seketika langsung di-print out dalam bentuk Form D.Hasil Kecamatan,
namun diulur hingga selesai waktu rapat rekapitulasi kecamatan tanpa
ada pembagian hasil salinan perubahan. Nanti, ketika pada saat akan
digelar rapat rekapitulasi tingkat kabupaten untuk Kecamatan itu ...
Kecamatan Ibu barulah Termohon bagikan, kepada Pemohon dengan
hasil yang berbeda, berupa Form D.Hasil Kecamatan Bukti P-40, dengan
pejambaran sebagai berikut.

Nomor Urut 1 sebagaimana tabel 25, Nomor Urut 1 atas nama
Mujain Bessy, S.IP, M.Si.=435 Nomor Urut 2 Desiana Murary, S.E.=212
suara.

KETUA: SALDI ISRA [38:14]

Jadi, Form D yang tadi di kecamatan itu pada awalnya sudah oke,
tapi ketika mau ditandatangani itu ditunda lama?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [38:23]

Ya, ditunda hingga pada rekapitulasi tingkat kabupaten.
KETUA: SALDI ISRA [38:25]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [38:26]

Barulah diserahkan kepada Pemohon, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [38:30]
Oke, ternyata di situ ada perubahan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [38:31]

Ada perubahan, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [38:33]

Dulu ... apa namanya ... Prinsipal Anda tanda tangan ndak ...
apanya ... saksinya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [38:37]

Waktu itu Saksi dari Nomor Urut 01, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [38:41]
Oh, Saksi Nomor Urut 017?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [38:42]

Saksi Partai, kalau ini kan internal, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [38:43]

Ya, betul.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [38:45]

Ya.
KETUA: SALDI ISRA [38:45]
Tapi ada tanda tangan, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [38:46]

Ada tanda tangan, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [38:47]

Ya, nanti kita cek, ini harus diklirkan nanti ini oleh KPU dan juga
Bawaslu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [38:52]

Baik, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [38:52]
Terus.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [38:55]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

1.2 rekapitulasi suara pada tingkat Kabupaten di Dapil III
Kabupaten Halmahera Barat untuk Partai PKB.

1.2.1 Bahwa, pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten yang
dilaksanakan pada 7 Maret 2024, oleh Termohon di Aula Kantor KPU
Kabupaten Halmahera Barat. Sebagaimana, Form D.Hasil Kabupaten,
pada saat buk ... izin, Yang Mulia. Form D.Hasil Kabupaten Bukti 41 pada
saat pelaksanaan rekapitulasi suara pada, Daerah Pemilihan III
Kabupaten Halmahera Barat terhadap seluruh rekapan Form Model
D.Hasil perolehan suara sah Pemohon pada Daerah Pemilihan III
Kabupaten Halmahera Barat di Kecamatan Loloda, Kecamatan Loloda
Tengah dan Kecamatan Ibu Utara tetap ... masih tetap dengan jumlah
suara yang sama, sebagaimana Bukti P-3 sampai Bukti P-5 adalah 415
suara. Sedangkan, di Kecamatan Ibu, terdapat perselisihan suara oleh
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Termohon dan mengakibatkan terjadinya penggelembungan suara
terhadap Calon Nomor Urut 01 ... terhadap calon Anggota DPRD
Kabupaten Halmahera Barat, Daerah Pemilihan III Nomor Urut 1 Mujain
Bessy, S.IP., M.Si. dengan uraian sebagai berikut.

Penggelembungan suara Termohon kepada calon Anggota DPRD
Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan III Partai PKB Nomor Urut
1 atas nama Mujain Bessy (...)

KETUA: SALDI ISRA [40:02]
Tabel 26 dianggap dibacakan, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [40:04]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [40:05]
Terus.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [40:05]

Perubahan perolehan suara yang berbeda pada tabel tersebut di
atas, Termohon tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas atas
perubahan suara sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat
Dapil III Partai PKB Nomor Urut 2 ... Nomor Urut 1, Yang Mulia, bukan
Nomor Urut 1, Majelis. Izin, renvoi. Nomor Urut 1 atas nama Mujain
Bessy dan bertentangan dengan prinsip kepemiluan yang jujur dan adil.
Sebab jika dibuktikan secara langsung, Termohon dengan sengaja tidak
mengindahkan adanya keberatan dari Pemohon atas perubahan suara
yang terja ... yang terjadi jelas jauh berbeda dengan Form C.Hasil ...
C.Hasil DPRD Kabupaten Halmahera Barat dan Form C.Salinan, bukti ...
vide Bukti P-6 sampai Bukti P-39.

KETUA: SALDI ISRA [40:47]
Oke, lanjut. Enggak usah didetailkan betul.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [40:50]

Siap, Yang Mulia.
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KETUA: SALDI ISRA [40:50]

Ini waktunya sudah mau habis ini. Anda mau lanjut ke ... jelaskan
yang mana?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [40:55]

Di 1.2.5, Yang Mulia. Bahwa terdapat perbedaan (...)
KETUA: SALDI ISRA [40:58]
1.2.5. Oke, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [41:01]

Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara sah tersebut, Bawaslu
Kabupaten Halmahera Barat juga telah mengajukan keberatan secara
langsung dalam forum rapat pleno a quo, namun tidak ditanggapi oleh
Termohon. Selain itu, Pemohon dan Calon Anggota DPRD Kabupaten
Halmahera Barat Daerah Pemilihan III PKB Nomor Urut 3 Munib Salasa,
Nomor Urut 5 Johanes Taduminggir juga telah mengajukan keberatan
secara langsung dalam rapat pleno a quo kepada Pemohon.

Kemudian, upaya lain Pemohon dan Calon Anggota DPRD
Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan III PKB Nomor Urut 3
Munib Salasa dan Nomor Urut 5 Johanes Taduminggir, juga membuat
permohonan keberatan secara tertulis pasca rapat rekapitulasi tingkat
kabupaten in casu kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat, Bawaslu
Provinsi Maluku Utara, dan kepada Termohon KPU Halmahera Barat dan
KPU Provinsi Maluku Utara, vide Bukti P-42.

Namun permohonan ini ... namun hingga Pemohon, permohonan
ini diajukan di hadapan Mahkamah, Termohon tidak mengindahkan
keberatan, baik dari Pemohon dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat.
Hal ini menunjukkan sikap Termohon (...)

KETUA: SALDI ISRA [42:02]
Oke, cukup.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [42:03]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.
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KETUA: SALDI ISRA [42:04]
Ya, langsung ke Petitum.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [42:05]

Nah, untuk Petitum, Yang Mulia. Di angka 5 itu, dia ada tabel (...)
KETUA: SALDI ISRA [42:09]

Enggak, Anda bacakan dulu, sabar. Ini belum ... sudah melompat
saja. Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [42:14]

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana permohonan di atas,
Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Keputusan (...)

KETUA: SALDI ISRA [42:31]
Terus?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [42:32]

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2004 tentang
Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten
Halmahera Barat, selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

3. Menetapkan hasil (...)

KETUA: SALDI ISRA [42:44]

Coba Anda bacakan baik-baik Nomor 2 itu. Jangan buru-buru! Ini, kita
mau dengar ini.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [42:50]

2. Ini, Yang Mulia.
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KETUA: SALDI ISRA [42:51]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [42:52]

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang
Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 vyang
diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024,
pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan III Kabupaten
Halmahera Barat.

KETUA: SALDI ISRA [43:18]
Oke, Nomor 3.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [43:19]

3. Menetapkan hasil pemilihan suara yang benar untuk Pemohon
pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah
Pemilihan III sepanjang Daerah Pemilihan III dari Partai PKB sebagai
berikut.

KETUA: SALDI ISRA [43:31]

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [43:35]

Nomor Urut 1, Mujain Bessy, S.IP., M.Si.=612 suara.
Nomor Urut 2, Desiana Murary, S.E.=628 suara.
Nomor Urut 3, Munib Salasa (...)

KETUA: SALDI ISRA [43:43]

Cukup. Yang lain dianggap dibacakan.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [43:45]

Ya. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan umum untuk
menetapkan putusan ini.

KETUA: SALDI ISRA [43:49]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [43:50]

Yang ke 5, Petitum ... yang ke 6, Petitum, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [43:52]
Ini ke 6, Petitum apa lagi ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [43:53]

Ini double, Yang Mulia. Makanya kami mau minta yang di angka 5
itu, kan isinya sama dengan angka 6, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [44:00]
Jadi?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [44:01]

Karena terdapat typo, jadi yang Petitum yang dipakai adalah di
angka 6, Yang Mulia, yang di 5 itu dihilangkan, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [44:09]

Kalau typo itu kan satu huruf saja, ini kan satu halaman, gimana
ini?

Oke, oke, ya. Kita catat apa yang Saudara sampaikan. Yang
lainnya ada yang berubah enggak?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [44:23]

Kalau yang berubahnya di angka 2 itu membatalkan keputusan
tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya,
Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [44:32]

Oke. Dulu kan ada apa ini, ada kesempatan untuk memperbaiki,
kenapa Anda tidak perbaiki?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [44:38]

Waktu itu sudah diperbaiki, Yang Mulia. Cuma karena memang
waktunya sudah (...)

KETUA: SALDI ISRA [44:42]

Masa lawyer alasannya kayak begitu? Udah, ya? Tapi faktanya
seperti ini, biar nanti Termohon yang merespons.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [44:49]

Siap, Yang mulia.
KETUA: SALDI ISRA [44:50]
Oke, ya? Cukup?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [44:51]

Cukup, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [44:52]

Oke, Jadi ini untuk Permohonan Nomor 162, itu berkait langsung
dengan soal-soal yang dijelaskan tadi. Ini kalau yang beda-beda tipis ini,
itu harus hati-hati. Jadi nanti ada sangkutannya ke Bawaslu, yang soal
rekomendasi dan segala macamnya. Ada juga penjelasan dari Termohon
nanti soal suara-suara yang berkurang dan bertambah itu. Begitu, ya?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [45:16]

Siap, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [45:18]

Oke, terima kasih. Pihak Terkaitnya siapa ini? Anda bisa ikuti
dengan baik, ya? Oke, terima kasih.

Selanjutnya, Kuasa untuk Perkara 127.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 127-01-13-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [45:42]

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [45:44]
Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 127-01-13-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [45:45]

Kebetulan kan kami Kuasa dari ... pemo ... kasus 127 ingin
menyampaikan, dengan berat hati, kami mau mencabut Permohonan
tersebut, Yang Mulia, dengan berbagai alasan dan aspek.

KETUA: SALDI ISRA [46:03]

Kenapa dicabut?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 127-01-13-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [46:05]

Karena (...)
KETUA: SALDI ISRA [46:06]
Coba sampaikan alasannya!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 127-01-13-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [46:08]

Ya, karena bukti-buktinya kurang kuat, Yang Mulia.
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KETUA: SALDI ISRA [46:11]
Oke, bukti-buktinya kurang kuat, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 127-01-13-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [46:14]

Ya. Siap, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [46:15]
Ini Anda sudah komunikasikan dengan Prinsipalnya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 127-01-13-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [46:17]

Sudah, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [46:18]

Oke, ini karena disampaikan, siapa nama Anda ini ... apa ... Kuasa
Hukumnya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 127-01-13-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [46:23]

Muhammad Riano, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [46:26]
Muhammad (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 127-01-13-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [46:26]

Riano.
KETUA: SALDI ISRA [46:29]

Enggak ada nama Anda di sini ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 127-01-13-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [46:30]
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Ada, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [46:31]
Oh, ya ada, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 127-01-13-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [46:32]

Ada, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [46:33]

Jadi di bawahnya ini dibantu Muhammad Jusuf, S.E., dan
Muhammad Riano Pertama?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 127-01-13-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [46:38]

Ya, siap.
KETUA: SALDI ISRA [46:39]
Muhammad Riano keduanya ada enggak?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 127-01-13-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [46:40]

Enggak ada, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [46:42]

Oke, jadi ini sudah dicabut, sehingga siapa ini Kuasa
Termohonnya?

KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [46:50]

Siap. Izin saya, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [46:52]
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Ya, Oke. Itu bisa dikasih 50% saja tuh, Pak Fir, jangan dikasih
penuh. Oke, terima kasih, ya. Jadi kalau begitu, ini kita tidak lanjutkan
karena sudah dicabut.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 127-01-13-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [47:04]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [47:06]

Ya, terima kasih. Kami juga terima kasih tuh, kalau sudah Anda
cabut.

Kita lanjutkan dengan Perkara 136, silakan, siapa yang akan
menyampaikan Kuasa Hukumnya, 136? Berapa orang ini Kuasa
Hukumnya, satu atau dua? Mana dia? Silakan ke depan, sopir-sopir yang
sudah selesai pekerjaannya biar masuk sopir baru ini.

Silakan yang lain, itu masih ada yang kosong. 136 ini ada untuk
DPR RI, ada untuk DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, khususnya
Halmahera Utara I, ya? Ya, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [48:38]

Terima kasih, Yang Mulia. Pada Yang Terhormat Yang Mulia Ketua
Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim dalam Permohonan ini.

KETUA: SALDI ISRA [48:48]

Yang menyampaikan ini, namanya nomor urut berapa di sini?
Siapa namanya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [48:51]

Suhono.
KETUA: SALDI ISRA [48:52]

Suhono, oke. Yang Nomor Induk Anggotanya 3549093, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [48:59]
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Siap, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [49:00]
Satu lagi?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DOLFIE ROMPAS [49:01]

Dolfie Rompas, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [49:02]
Siapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DOLFIE ROMPAS [49:03]

Dolfie Rompas.
KETUA: SALDI ISRA [49:05]
Kita cari dulu ini. Nomor berapa? Ingat enggak nhomornya di sini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DOLFIE ROMPAS [49:11]

Nomor 5.
KETUA: SALDI ISRA [49:13]
Oh. Dolfie Rompas, ya? Oke, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [49:18]

Ya. Dengan hormat, bertindak untuk dan atas nama Partai

Gerakan Indonesia Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21
Maret 2024. Dalam hal ini memberikan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [49:36]

Ya. Langsung ke Pokok Permohonan saja.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [49:39]

Siap.
KETUA: SALDI ISRA [49:42]
Halaman 5, silakan. Ada dibikin ringkasannya enggak? Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [49:50]

Ada ... ada, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [49:52]
Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [49:59]

Dalam Pokok Permohonan bahwa perolehan suara Permohon ...
yang benar berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut. Perselisihan hasil
Pemilihan Umum Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Utara.

Poin 1. Bahwa Pemohon adalah partai politik dengan perolehan
suara Pemohon untuk DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Utara sebesar
64.089 suara.

KETUA: SALDI ISRA [50:36]
Dapil Maluku Utara itu satu dapil saja, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [50:45]

Satu dapil.
KETUA: SALDI ISRA [50:41]
Berapa jumlah kursinya di situ?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [50:42]
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Tiga, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [50:54]

Tiga, ya? Betul itu Pak Afif, Maluku Utara itu tiga kursi? DPR RI-
nya, betul ya? Ini kursi keberapa yang diperebutkan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [50:55]

Tiga, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [50:55]
Oh, kursi ketiga. Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [50:57]

Sebagaimana Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil
Perhitungan Permohonan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR RI.

Poin 2, bahwa perolehan suara sebagaimana di atas adalah hasil
yang keliru karena lahir dari sebuah proses pemilu yang melanggar
Konstitusi mencederai demokrasi, tidak dilaksanakan dengan prinsip-
prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang
diakibatkan pelanggaran dan tindak kecurangan pemilu yang terjadi di
Kabupaten Helmahera Selatan.

Bahwa kecurangan pada pelanggaran pada Pemilu Serentak
Tahun 2024 di Kabupaten Helmahera Selatan sudah dirancang
sedemikian rupa sejak awal. Di mana sebelum hari pencoblosan sudah
terjadi bagi-bagi kursi. Adapun pemilihan atau pemungutan suara hanya
sebuah seremoni pemenuhan kewajiban Konstitusi semata. Sementara
hasil suara sudah ditentukan di awal, tentu saja dengan penentuan
perolehan suara sebelum pemungutan suara, mustahil bisa tercapai
apabila tidak dilakukan dengan upaya-upaya curang, bahkan dengan
menghalalkan segala cara, termasuk mengubah formulir rekapitulasi di
tingkat kecamatan serta kabupaten, adapun modus operandi lengkap
dapat Pemohon uraikan, sebagaimana dalil-dalil selanjutnya dalam
pemohonan a quo.

312. KETUA: SALDI ISRA [52:33]

Jadi ini TSM ya, kalau begitu?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [52:33]

Betul.
KETUA: SALDI ISRA [52:33]

TSM dalil Anda kualitatif atau kuantitatif ini? Paham enggak
maksudnya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [52:45]

Ya. Karena ada dilakukan suatu pembukaan suara yang ... yang
mana tidak dihitung hanya berdasarkan situs ... apa itu ... KPU, Pak.

KETUA: SALDI ISRA [53:04]
Sirekap?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [53:04]

Sirekap, ya.
KETUA: SALDI ISRA [53:08]
Situs KPU itu banyak isinya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [53:04]

Sori, Pak.
KETUA: SALDI ISRA [53:11]

Ya. Apalagi yang mau disampaikan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [53:12]

Dianggap dibacakan, sebentar.
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Bahwa selain pelanggaran pembukaan kotak suara mengubah
hasil perolehan suara partai-partai Pemilu Serentak Tahun 2024, Provinsi
Maluku Utara, khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan, penuh
dengan pelanggaran dan kecurangan terkait adanya DPTb yang ikut
memilih atau mencoblos kertas suara untuk pengisian calon legislatif DPR
RI, padahal pemilih tersebut tidak berasal dari Maluku Utara dan tidak
memiliki KTP, Kartu Tanda Penduduk Maluku Utara. Sebagaimana
diuraikan berikut ini.

Kecamatan Obi ... Kecamatan Obi, Desa Kawasi.

KETUA: SALDI ISRA [54:03]
Oke. Jadi ada 10 TPS, ya? di Kecamatan Obi, Desa Kawasi, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [54:09]

Siap, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [54:10]
Yang Anda anggap banyak orang yang menggunakan DPTDb, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [54:16]

Siap.
KETUA: SALDI ISRA [54:17]

Oke. Lalu di Kecamatan Obi, Desa Kawasi ter ... ter ... 10 TPS,
pemilih berasal dari Provinsi Maluku Utara kurang dari 20 jiwa di

antaranya begitu, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [54:29]

Siap, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [54:30]

Anda bisa cantumkan enggak siapa-siapa saja, bagaimana
melacaknya ini?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [54:33]

Sesuai dengan itu, Yang Mulia. Bukti, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [54:39]
Oke, ada buktinya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [54:38]

Bukti siap, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [54:43]
Ya, nanti kita cek.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [54:41]

Oke.
KETUA: SALDI ISRA [54:41]
Oke. Lanjut.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [54:44]

Bahwa kecurangan dan pelanggaran juga terjadi di Kabupaten
Halmahera Selatan, di mana ditemukan ada penambahan DPTb,
sementara di DPT tidak ditemukan penambahan tersebut.

Hal ini ditentukan terjadi di beberapa TPS yang tersebar di
beberapa Kecamatan se-Halmahera Selatan, sebagaimana diuraikan
sebagai berikut.

KETUA: SALDI ISRA [55:05]

Oke.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [55:05]

Kecamatan (...)
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KETUA: SALDI ISRA [55:05]
Kita anggap dibacakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [55:05]

Siap.
KETUA: SALDI ISRA [55:05]

Kecamatan Bacan Barat, Bacan Utara, Bacan Timur, Bacan Timur
Tengah, Kecamatan Gane Barat.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [55:10]

Gane Barat. Siap.
KETUA: SALDI ISRA [55:16]
Oke. Lanjut.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [55:15]

Berdasarkan salinan daftar pemilih tetap, pemilihan ... Pemilihan
Umum Tahun 2024, Pemohon juga menemukan kecurangan perihal
daftar pemilihan khusus, di mana pemilih yang dimasukkan ke dalam
daftar pemilihan khusus tanpa dilakukan pengecekan di DPT maupun
DPTb terlebih dahulu. Karena di Kabupaten Halmahera Selatan, fasilitas
internet sangat minim yang tidak memungkinkan untuk mengecek DPT
secara online. Hal ini terjadi hampir di seluruh TPS se-Kabupaten
Halmahera Selatan. Sebagaimana berikut diuraikan.

KETUA: SALDI ISRA [55:54]

Oke. Dianggap dibacakan Kecamatan Bacan Barat, Bacan Barat
Utara, dan seterusnya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [55:57]

Siap.
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KETUA: SALDI ISRA [55:57]
Ini ada (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [55:58]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [55:58]
Nama-nama TPS-nya, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [55:58]

Siap.
KETUA: SALDI ISRA [56:01]

Sampai halaman 10, 11, biar agak pusing juga, ini Kuasa
Termohon menjawabnya nanti, lanjut.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [56:08]

15.
KETUA: SALDI ISRA [56:08]
Sampaikan di poin 15 dan 16, poin 16 saja.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [56:08]

Poin 16. Bahwa (...)
KETUA: SALDI ISRA [56:15]
Halaman ... ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [56:15]
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Bahwa berdasarkan kata ... fakta, adanya kejadian pelanggaran-
pelanggaran yang sangat masif, penuh kecurangan, serta mengangkangi
prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka
sudah sepatutnya untuk dilakukan pemungutan suara ulang, untuk
pengisian Calon Anggota DPR RI daerah Pemilihan Maluku Utara,
khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan secara jujur, adil, dan
rahasia, sesuai dengan asas-asas demokrasi, secara mengikuti peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

KETUA: SALDI ISRA [56:52]
Oke (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [56:52]

Perselisih (...)
KETUA: SALDI ISRA [56:52]

Po ... poin berikutnya, tentang DPRD, ya? Ini Dapil Maluku Utara
I. Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [57:01]

Perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku
Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara I.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh
pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Daerah
Pemilihan Maluku Utara I adalah sebagai berikut.

KETUA: SALDI ISRA [57:22]

Ya. Terus, ini perbedaan suara Partai Gerakan Indonesia Raya
dengan Garda Republik, ya?

HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024: SUHONO [57:32]

Siap, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [57:33]

Oke.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [57:33]

Di bawahnya dianggap dibacakan.
KETUA: SALDI ISRA [57:36]
Dianggap dibacakan, terus.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [57:39]

Bahwa menurut dalil Pemohon, mengenai selisih perolehan suara
sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut, dianggap
dibacakan.

KETUA: SALDI ISRA [57:47]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [57:47]

Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara yang dilakukan
oleh Termohon terhadap Partai Garda Republik Indonesia sebanyak 1
(satu) suara yang terjadi pada Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera
Barat, Provinsi Maluku Utara.

Bahwa berdasarkan catatan D.Hasil Kecamatan Jailolo, Kabupaten
Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, suara Partai Garda Republik
Indonesia adalah sebanyak 1.766 suara. Sedangkan perolehan suara
Partai Garda Republik Indonesia berdasarkan hasil rekap C ... pada
C.Hasil, Kecamatan Jailolo pada 102 TPS, Kabupaten Halmahera Barat,
Provinsi Maluku Utara adalah sebagai ... sebanyak 1.765 suara.

KETUA: SALDI ISRA [58:40]

Oke. Ini di Kecamatan Jailolo ini (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [58:40]

Tabel di ... akan dibacakan?
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KETUA: SALDI ISRA [58:40]

Tunggu, sebentar dulu. Kecamatan Jailolo itu ... saksi partai tanda
tangan, enggak? Ketika rekap? Formulir D-nya, itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [58:49]

Formulir D, itu (...)
KETUA: SALDI ISRA [58:50]
Tanda tangan atau tidak?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [58:49]

Tanda tangan. Cuma saksi itu sudah mengajukan keberatan, tapi
keberatan itu diabaikan, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [58:53]
Ya. Nanti kita cek, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [59:02]

Ya.
KETUA: SALDI ISRA [59:02]

Jadi, tetap tanda tangan, ya? Tanda tangan ... ini ketahuan
perubahannya sudah sampai di mana? Di kabupaten? Rekap di

kabupaten?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [59:07]

Kabupaten, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [59:12]

Oke, next, terus. Lanjut.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [59:16]

Izin, Yang Mulia. Dilanjutkan rekan kami.
KETUA: SALDI ISRA [59:19]
Ya. Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DOLFIE ROMPAS [59:22]

Poin 5, bahwa di samping adanya perbedaan angka rekapitulasi
pada C.Hasil dengan D.Hasil, Kecamatan Jailolo pada 102 TPS,
Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara pada Pemilu
Legislatif Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (...)

KETUA: SALDI ISRA [59:39]

Ini, maksud Anda ini, 102 TPS atau TPS 102? Mana yang ... mau
apa ini? Jumlah TPS, ya? 102 TPS?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DOLFIE ROMPAS [59:45]

Ya, ya, jumlah.
KETUA: SALDI ISRA [59:45]
Seratus (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DOLFIE ROMPAS [59:47]

Ya.
KETUA: SALDI ISRA [59:47]
Oke. Lanjut.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DOLFIE ROMPAS [59:48]
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Daerah pemilihan Maluku Utara I, terdapat pula sejumlah
pelanggaran yang terjadi di 4 TPS di Kecamatan Jailolo, yaitu antara lain
... anggap dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [01:00:03]

Ya, TPS 01, 02 Desa Saria, TPS 02 Desa Saria. Oke. TPS 01 Desa
Payo Tengah.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DOLFIE ROMPAS [01:00:12]

Tengah.
KETUA: SALDI ISRA [01:00:13]
TPS 01 Desa Bobo.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DOLFIE ROMPAS [01:00:14]

Desa Bobo.
KETUA: SALDI ISRA [01:00:14]
Lanjut.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DOLFIE ROMPAS [01:00:15]

Ya. Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah
mengajukan keberatan pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat
kabupaten dan rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi, namun
tidak ditindaklanjuti.

KETUA: SALDI ISRA [01:00:30]

Oke, next. Mana lagi yang mau disampaikan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DOLFIE ROMPAS [01:00:36]

Langsung pada halaman 17, mulai dari angka 1, Yang Mulia.
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KETUA: SALDI ISRA [01:00:42]

Oke. Dari 16 lah, ini masuk poin ketiga, ya? Untuk Pemilihan
Anggota DPRD Kabupaten Maluku Utara, Dapil Halmehera Utara I,
silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DOLFIE ROMPAS [01:00:54]

Ya. Bahwa Pemohon adalah partai politik dengan perolehan suara
Pemohon untuk DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Daerah Pemilihan
Halmahera Utara I adalah sebesar 1.858 suara, sebagaimana keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 91 Tahun
2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024.

Bahwa perolehan suara partai politik untuk pengisian kursi ke-7
(...)

KETUA: SALDI ISRA [01:01:27]

Tunggu dulu. Ini 4.3 ini agak ... coba diklirkan dulu. Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maluku Utara, ya?
Yang Anda maksud ini Halmahera Utara atau Maluku Utara ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO

Halmahera.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DOLFIE ROMPAS [01:01:44]

Halmahera Utara, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:01:46]

Ya, ini yang saya baca ya? Di poin 4.3 itu, Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maluku Utara, Daerah

Pemilihan Halmahera Utara 1. Bacaannya seperti itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DOLFIE ROMPAS [01:02:00]

Ya.
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KETUA: SALDI ISRA [01:02:01]
Itu betul, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DOLFIE ROMPAS [01:02:02]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:02:03]
Oke, biar nanti dijawab. Lanjut.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DOLFIE ROMPAS [01:02:04]

Lanjut. Untuk tabel tidak di ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:02:08]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DOLFIE ROMPAS [01:02:10]

Langsung halaman 16, poin 4. Bahwa (...)
KETUA: SALDI ISRA [01:02:13]
Halaman 18, poin 4.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DOLFIE ROMPAS [01:02:14]

Ya. Bahwa pada Pemilu Legislatif Calon DPRD Kabupaten
Halmahera Utara, Daerah Pemilihan Halmahera Utara I, terdapat
sejumlah pelanggaran yang terjadi di dua kecamatan, yaitu antara lain
Kecamatan Tobelo Utara, Kecamatan Tobelo.

KETUA: SALDI ISRA [01:02:34]

Oke, Terus.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DOLFIE ROMPAS [01:02:40]

Pada poin 5.

Bahwa hal ini juga terdapat perbedaan pada TPS lap ... TPS 8
Desa Gamsungi saat Pleno Tingkat Kecamatan PPK, Kecamatan Tobelo
terdapat fakta bahwa TPS tersebut terdapat selisih suara antara jumlah
pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan dengan
jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah. Sedangkan selisih tersebut
harus diselesaikan dengan cara turun satu tingkat dengan metode hitung
ulang dan pencocokan data ... daftar hadir, tetapi ternyata di TPS 8 Desa
Gamsungi tidak ada daftar hadir.

KETUA: SALDI ISRA [01:03:21]
Lanjut.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DOLFIE ROMPAS [01:03:23]

Lanjut.
Atas kejadian ini, Pemohon juga membuat laporan pelanggaran
administras ... administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera.

Sebagaimana  Tanda Bukti  penyampaian Laporan Nomor
011/LP/PI/Kab/32.07/111/2024, tertanggal, 7 Maret 2024.

KETUA: SALDI ISRA [01:03:50]
Ada dilampirkan, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DOLFIE ROMPAS [01:03:51]

Ya, dilampirkan, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:03:52]

Apa ... apa respons Bawaslu terkait ini? Ini kan laporan saja baru
ini.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DOLFIE ROMPAS [01:03:58]

Ya.
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KETUA: SALDI ISRA [01:03:59]
Laporan nomor, ada tindak lanjut enggak?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [01:04:01]

Tidak dihiraukan, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:04:03]

Tidak dihiraukan oleh Bawalu? Nanti ... nanti Bawaslu mau
menjelaskan itu nanti.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [01:04:08]

Siap, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:04:08]
Oke, next.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DOLFIE ROMPAS [01:04:08]

Langsung pada Petitum, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:04:10]
Petitum, oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DOLFIE ROMPAS [01:04:11]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas,
Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan
putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun
2024 tentang penetapan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah ... Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,
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tanggal 20 Maret Tahun 2024, Pukul 22.19, sepanjang daerah pemilihan
sebagai berikut.
a. Daerah Pemilihan Maluku Utara untuk pengisian Keanggotaan DPR
RI.
b. Daerah Pemilihan Maluku Utara I untuk pengisian Keanggotaan
DPRD Provinsi Maluku Utara.
c. Daerah Pemilihan Halmahera Utara I untuk Keanggotaan DPRD
Kabupaten Halmahera Utara.
Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
untuk melaksanakan pemugutan suara ulang di seluruh tempat
pemugutan suara wilayah Kabupaten Halmahera Selatan untuk pengisian
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Utara.
Menetapkan hasil program suara yang benar menurut Pemohon
sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara
Daerah Pemilihan Maluku Utara I sebagai berikut. Perolehan suara
Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara
Dapil Maluku Utara I. Tabel nomor dua, Partai Gerakan Indonesia Raya
perolehan suara 18.816 suara. Partai Nomor 11, Partai Garda Republik
Indonesia 6.272 suara,
Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan
suara ulang sepanjang untuk tempat pemungutan suara TPS 3 Desa
Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara.
Dan tempat pemugutan suara TPS 8 Desa Gamsumi, Kecamatan Tobelo,
Kabupaten Halmahera Utara, untuk penga ... pengisian keanggotaan
DPRD Kabupaten Halmahera Utara. Atau
Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan penghitungan
suara ulang sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi
Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara I di Tempat Pemungutan
Suara (TPS) 01, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 di Desa Saria,
Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Bobo dan Tempat
Pemungutan Suara (TPS) 01 di Desa Payo Tengah, Kecamatan Jailolo,
Kabupaten Halmahera Barat.
Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
untuk melaksanakan putusan ini atau Mahkamah Konstitusi berpendapat
lain, mohon se ... seadil-adilnya, ex aequo et bono.

KETUA: SALDI ISRA [01:07:32]
Mohon putusan yang seadil-adilnya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DOLFIE ROMPAS [01:07:33]

Mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Hormat
kami, Kuasa Hukum Pemohon.
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KETUA: SALDI ISRA [01:07:42]
Oke. Terima kasih, Kuasa Hukum Pemohon. Cukup, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DOLFIE ROMPAS [01:07:45]

Cukup, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:07:47]

Oke, terima kasih. Kita lanjutkan sekarang dengan permohonan
01.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:07:55]

Ya. Terima kasih.
KETUA: SALDI ISRA [01:07:55]
Silakan, Kuasa Hukumnya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:07:56]

Ya.
KETUA: SALDI ISRA [01:07:58]
Siapa namanya ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:07:59]

Fahruddin Maloko, Majelis.

KETUA: SALDI ISRA [01:08:00]

Kita, lihat dulu nih.



438.

439.

440.

441.

442,

443,

444,

445,

446.

447.

62

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:08:04]

Di paling terakhir ke dua.
KETUA: SALDI ISRA [01:08:07]
Paling terakhir.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:08:09]

Urutan kedua.
KETUA: SALDI ISRA [01:08:09]
Urutan ke (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:08:10]

Di bawah ... dari bawah Fahruddin Maloko, S.H.
KETUA: SALDI ISRA [01:08:16]
Oke, Fahruddin Maloko, S.H., ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:08:18]

Ya.
KETUA: SALDI ISRA [01:08:19]
Satu orang saja, yang hadir?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:08:21]

Dua, Pak Maijelis.
KETUA: SALDI ISRA [01:08:21]

Siapa lagi?



448.

449.

450.

451.

452.

453.

454.

455.

456.

63

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:08:22]

Regginaldo Sultan, di urutan pertama.
KETUA: SALDI ISRA [01:08:25]

Oh, ya nih, kalau Pak Regginaldo Sultan nih, kita sudah sering
lihat wajah Beliau di sini.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:08:29]

Ya.
KETUA: SALDI ISRA [01:08:30]
Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:08:31]

Ya, terima kasih, Majelis.

Yang Mulia, untuk gugatan kami ini, ada sekitar lima dapil. Yang
pertama (...)
KETUA: SALDI ISRA [01:08:44]

Kota Ternate 2.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:08:45]

Kota Ternate 2.
KETUA: SALDI ISRA [01:08:46]

Halmahera Barat 1.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:08:47]

Halmahera Barat 1.
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KETUA: SALDI ISRA [01:08:48]
Halmahera barat 2.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:08:49]

Ya, benar.
KETUA: SALDI ISRA [01:08:50]
Halmahera Selatan 3.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:08:51]

Dan, Pulau Morotai 3.
KETUA: SALDI ISRA [01:08:52]
Pulau Morotai 3.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:08:53]

Ya, sepanjang Terkait dengan pemilihan Anggota DPRD
Kabupaten.

KETUA: SALDI ISRA [01:08:54]
Oke, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:08:55]

Ya.
KETUA: SALDI ISRA [01:08:56]

Langsung ke Pokok Permohonan.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:08:59]

Ya, sebelum masuk ke Pokok Permohonan, Majelis. Kami mau
menambahkan kalimat pada halaman 2.
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KETUA: SALDI ISRA [01:08:59]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:08:59]

Kami mau menambahkan kalimat, pada halaman 2.
KETUA: SALDI ISRA [01:09:10]

Kalau, berdasarkan hasil RPH, tidak boleh lagi ada penambahan
pengurangan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:09:15]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:09:16]

Saya mau sampaikan saja. Tapi kalau mau tambahkan silakan,
nanti biar direspons oleh Termohon, Pihak Terkait, dan yang lain-lain.

Apanya yang mau ditambahkan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:09:23]

Cuma, terkait dengan di Provinsi Maluku Utara, Maijelis.
KETUA: SALDI ISRA [01:09:25]

Yang di mana itu, mau ditambahkan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:09:27]

Di halaman 2, “Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada
Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan,” sampai pada “Daerah
Kabupaten Kota di Provinsi Maluku Utara.”
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KETUA: SALDI ISRA [01:09:42]
Di?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:09:42]

Provinsi Maluku Utara.
KETUA: SALDI ISRA [01:09:46]
Malut, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:09:46]

Ya.
KETUA: SALDI ISRA [01:09:48]
Oke, ini saya catat saja, nanti akan kita pertimbangkan. Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:09:54]

Lanjut, Majelis, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan
Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan
Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional.
KETUA: SALDI ISRA [01:10:06]

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:10:08]

Dalam Pemilihan Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional,
pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024.

KETUA: SALDI ISRA [01:10:13]

Itu, dianggap dibacakan, kita sudah (...)
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:10:15]

Anggap dibacakan, Majelis. Kewenangan Mahkamah Konstitusi,
anggap dibacakan.

KETUA: SALDI ISRA [01:10:19]
Langsung Pokok Permohonan, halaman 5.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:10:23]

Ya. Perolehan suara Provinsi Maluku Utara, perselisihan hasil
Pemilihan Anggota untuk Daerah Pemilihan 2 Kota Ternate. Pemohon
menyandingkan dan menjelaskan perbedaan perhitungan perolehan
suara, menurut Pemohon dan Termohon. Disertai dengan alat bukti,
hanya pada Daerah Pemilihan 2 Kota Ternate yang dimohonkan secara
lengkap, dalam tabel di bawah ini, Tabel 1, Majelis.

KETUA: SALDI ISRA [01:10:46]

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:10:47]

Anggap, mohon anggap dibacakan.
KETUA: SALDI ISRA [01:10:50]
Ya, jadi ini Nasdem kehilangan 143 suara, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:10:53]

Ya, 143 suara.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:10:55]

Bahwa, menurut Pemohon (...)



492.

493.

494,

495,

496.

497.

498.

499.

500.

68

KETUA: SALDI ISRA [01:10:56]

Tunggu dulu, PDIP kurang juga, harusnya tidak begitu, ya.
Suaranya berlebih ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:11:01]

Ya, Majelis.
KETUA: SALDI ISRA [01:11:03]
Sehingga, harus dikurangi 2 suara juga?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:11:04]

Ya.
KETUA: SALDI ISRA [01:11:05]
Oke, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:11:07]

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas
disebabkan. Satu, Majelis.

KETUA: SALDI ISRA [01:11:12]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:11:12]

Bahwa telah dilaksanakan pemungutan suara di TPS 08 Kelurahan
Tabona, Kecamatan Ternate Selatan oleh Termohon pada tanggal, 14
Februari.

KETUA: SALDI ISRA [01:11:18]

Ya.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:11:19]

Adapun hasil perbedaan suara di TPS tersebut sebagai berikut.
Tabel 2, kami itu Pemohon berjumlah 144 suara, versi Termohon itu 1
suara. Jadi kami dikurangi 143 (...)

KETUA: SALDI ISRA [01:11:33]
Jadi di. Tunggu sebentar, di TPS 08 Kelurahan Tabona.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:11:38]

Ya.
KETUA: SALDI ISRA [01:11:39]
Anda merasa kehilangan suara itu 143, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:11:42]

143, Majelis.
KETUA: SALDI ISRA [01:11:42]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:11:42]

Tabel 2, anggap dibacakan, Maijelis.
KETUA: SALDI ISRA [01:11:46]

Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:11:47]

Kemudian jumlah suara sah dan tidak sah di TPS 08 Kelurahan
Tabona pada tabel 3. Mohon anggap dibacakan.
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KETUA: SALDI ISRA [01:11:52]
Ya, terus.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:11:55]

Ya, lanjut, Majelis.

Bahwa permasalahan ini muncul ketika pada saat pelaksanaan
Rapat Pleno Perolehan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
di PPK Kecamatan Ternate Selatan yang dimulai sejak tanggal 18
Februari 2024 sampai tanggal 2 Maret 2024, dimana diawali ... diawali
dengan adanya selisih penggunaan hak pilih dan jumlah surat suara.

Termohon kemudian mau melakukan pencocokan antara Model
C.Hasil Salinan dan Model C.Hasil TPS 08 Kelurahan Tabona dengan cara
membuka kotak suara untuk menghitung jumlah suara. Namun pada
saat dilaksanakan, Termohon menemukan suara ... surat suara yang
tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS in casu, namun terdapat cap
stampel milik Termohon.

Bahwa atas kejadian tidak ditandatanganinya surat suara pada
TPS 08 Kelurahan Tabone oleh Ketua KPPS tersebut, Termohon
selanjutnya menyatakan bahwa 211 surat suara di TPS 08 Kelurahan
Tabona, in casu menjadi tidak sah atau hangus dan menyatakan bahwa
1 suara ... 1 surat suara di TPS 08 Kelurahan Tabona in casu tetap sah,
sehingga mengakibatkan perolehan suara Pemohon menjadi berkurang
sebanyak 143 suara di TPS 08 Kelurahan Tabona.

KETUA: SALDI ISRA [01:13:11]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:13:11]

Bahwa atas kejadian tidak ditandatanganinya kertas suara pada
TPS 08 Kelurahan Tabona in casu, Saksi Permohon kemudian langsung
mengajukan keberatan, baik lisan maupun tertulis pada Rapat Pleno
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Ternate
Selatan. Atas keberatan Pemohon tersebut, Termohon kemudian
menghadirkan Ketua KPPS 08 Kelurahan Tabona in casu atas nama
Saudari Aisyah Kharie untuk meminta penjelasan. Adapun penjelasan
Ketua KPPS 08 Kelurahan Tabona in casu menyatakan, mengakui adanya
kelalaian, sehingga pada waktu itu tidak dilakukan penandatanganan
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kertas suara. Lalu Saudara Aisyah Kharie membuat surat pernyataan
tertanggal 10 Maret 2024, vide terlampir, Majelis, di bukti.

KETUA: SALDI ISRA [01:13:59]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:14:00]

Lanjut. Bahwa atas tidak disahkannya, hangus 211 suara pada
TPS 08 Kelurahan Tabona in casu, dimana Pemohon kehilangan
sebanyak 143 suara, Saksi Pemohon kemudian mengajukan keberatan
pada Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK
Kecamatan Ternate Selatan, namun tidak ditanggapi oleh Termohon.
Terlampir vide bukti, Majelis.

KETUA: SALDI ISRA [01:14:25]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:14:26]

Bahwa Termohon tetap menyatakan tidak sah, menghanguskan
211 suara pada TPS 08 Kelurahan Tabona in casu, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO
Kelurahan Tabona dan Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO
Kecamatan Ternate Selatan, terlampir dalam bukti vide.

Berikut. Bahwa selanjutnya pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara di Kota Ternate yang dilaksanakan
Termohon. Saksi Pemohon kembali mengajukan keberatan, baik secara
lisan maupun tertulis (...)

KETUA: SALDI ISRA [01:15:01]

Yang berkaitan dengan surat suara yang hilang 200 berapa? 211,
ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:15:06]

211, Majelis.
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KETUA: SALDI ISRA [01:15:06]
Nah, itu sudah cukup penjelasannya, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:15:08]

Ya. Tidak ditanggapi.

Bahwa proses pemungutan suara di Kelurahan Tabona
dilaksanakan, dihadiri oleh para pemilih yang nyata dan benar-benar ada
yang telah menggunakan hak pilihnya, serta menyalurkan hak pilih
dengan mencoblos sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dibuktikan
dengan daftar hadir pemilih, yang hadir memberikan suaranya di TPS 08
Kelurahan Tabona in casu yang jumlahnya sama dengan penggunaan
surat suara tersebut.

Bahwa benar adanya proses pemungutan suara di TPS 08
Kelurahan Tabona berdasarkan pernyataan tertulis dari tiga orang yang
mempunyai hak pilih dan yang datang memilih di TPS 08 Kelurahan
Tabona. Terlampir dalam bukti, Majelis.

Bahwa adapun penyelesaian temuan kasus berupa tidak
ditandatanganinya kertas suara oleh Ketua KPS dengan merujuk pada
kasus ... anggap dibacakan, Majelis.

KETUA: SALDI ISRA [01:15:56]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:15:56]

Poin 10, angka 11 juga anggap dibacakan.

12. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
011-017/PUU-1 (...)
KETUA: SALDI ISRA [01:16:08]

Ya, Oke. Tidak usah dibacakan. Terus?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:16:10]

Anggap dibacakan, Majelis, hingga pada halaman 12, Majelis.
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KETUA: SALDI ISRA [01:16:15]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:16:16]

Angka 15.
KETUA: SALDI ISRA [01:16:17]
Angka 15.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:16:19]

Ya. Bahwa pernyataan Termohon pada hasil pemilihan umum
sepanjang pemilihan Anggota DPRD Kota Ternate TPS 2 di TPS ...
Ternate 2 di TPS kelurahan Tabona in casu dinyatakan tidak sah oleh
karena disebabkan tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS tersebut pada
lembar surat suara pada kertas surat calon anggota DPRD
kabupaten/kota dengan alasan kelalaian adalah tindakan Termohon yang
nyata-nyata telah menghilangkan hak pilih warga negara dan merupakan
pelanggaran HAM, serta tindak ... tindakan pembatalan hasil hak ... hasil
hak pilih warga negara oleh Termohon adalah tindakan pembatalan yang
berlebihan.

Oleh karena alasan administrasi, tidak ada tanda tangan Ketua
KPPS, padahal pada prinsipnya penandatanganan kertas suara oleh
Ketua KPPS hanya merupakan proteksi atau pencegahan atas
keberadaan surat suara siluman atau bodong. Dan pada fakta dan bukti
yang Pemohon ajukan sebelumnya bahwa fakta proses pemungutan
suara di TPS 08 Kelurahan Tabona benar-benar dilaksanakan, serta
adanya hasil suara dari proses pemungutan suara a quo.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas menunjukkan
bahwa Pemohon telah dirugikan oleh perbuatan Termohon, sehingga
Pemohon akhirnya kehilangan satu kursi DPRD Kota Ternate Daerah
Pemilihan Ternate 2 ... Dapil 2 yang seharusnya Pemohon mendapatkan
dua kursi dan kursi kedua tersebut adalah menjadi milik Pemohon, Partai
Nasdem.

KETUA: SALDI ISRA [01:17:41]

Oke, cukup. Lanjut.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:17:43]

Untuk Ternate 2 sudah cukup, Majelis. Kami lanjut ke Halmahera
Barat 1.

KETUA: SALDI ISRA [01:17:48]
Ya, terlalu panjang di Ternate 2 tadi itu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:17:49]

Ya, Majelis.
KETUA: SALDI ISRA [01:17:50]
Tidak diringkas, ya? Nanti waktunya (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:17:52]

Diperingkas, Majelis. Kami peringkas.
KETUA: SALDI ISRA [01:17:54]
Sekarang.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:17:55]

Halmahera Barat 1.
KETUA: SALDI ISRA [01:17:56]

Halmahera Barat, Dapil 1.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:17:59]

Dapil 1.

KETUA: SALDI ISRA [01:17:59]
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Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:18:00]

Pemohon menyandingkan dan  menjelaskan  perbedaan
perhitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai
dengan alat bukti hanya pada Daerah Pemilihan Daerah Halmahera Barat
1 yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

KETUA: SALDI ISRA [01:18:11]

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:18:11]

Tabel 1, persandingan dianggap dibacakan, Maijelis.
KETUA: SALDI ISRA [01:18:15]
Oke, Anda menganggap ini ada kelebihan suara PSI 10, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:18:17]

Ya, Majelis.
KETUA: SALDI ISRA [01:18:19]
Oke, terus?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:18:20]

Adapun ... adapun ... saya langsung saja, Majelis.

KETUA: SALDI ISRA [01:18:23]
Ini kelebihan-kelebihannya diuraikan berikut?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:18:25]
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Ya. Tabel 2, tabel 3, anggap dibacakan.
KETUA: SALDI ISRA [01:18:27]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:18:28]

Bahwa adapun penambahan 10 itu, Majelis, menurut kami bahwa
terja ... bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi
pemilih partai ... Partai Solidaritas Indonesia di TPS 1 Desa Tewe,
Kecamatan Jailolo Selatan, sebesar 2 suara.

KETUA: SALDI ISRA [01:18:43]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:18:44]

Dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara
model C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota dengan Model D Lampiran-
DPRD Kabupaten/Kota Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan. Adapun
perbedaan tersebut dapat terbukti berdasarkan Model C.Hasil Pleno dan
C.Hasil Salinan-DPRD Kabupaten/Kota untuk perolehan suara Partai
Solidaritas Indonesia, seharusnya sebanyak 7 suara di TPS 1, namun di
D Lampiran Kabupaten/Kota Desa Tewe, Kecamatan Jailolo Selatan
tertulis sebanyak 9 suara di TPS 1.

Bahwa terjadinya penambahan 2 suara bagi Partai Solidaritas
Indonesia didapatkan dari jumlah surat suara tidak sah di TPS 1
sebanyak 2 suara.

KETUA: SALDI ISRA [01:19:29]
Oke, ini ada buktinya, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:19:30]

Ada, Majelis.

KETUA: SALDI ISRA [01:19:31]
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C-1 TPS 1 ada, nanti kita lihat juga D-nya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:19:34]

Ya.
KETUA: SALDI ISRA [01:19:35]
Next.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:19:36]

Kemudian bahwa tidak ada kejadian khusus saat selesainya
pemungutan, perhitungan suara di TPS 1 Desa Tewe, Kecamatan Jailolo
Selatan. Kemudian tabel 5, Majelis, TPS 2 Desa Tewe.

KETUA: SALDI ISRA [01:19:50]

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:19:51]

Sama juga penambahan suaranya?
KETUA: SALDI ISRA [01:19:54]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:19:55]

Itu dari untuk ... untuk Partai Solidaritas Indonesia, dimana
penambahan suaranya 2 suara, yang menurut kami diambil dari suara
tidak sah di TPS 2 Desa Tewe, sebanyak 1 suara.

KETUA: SALDI ISRA [01:20:13]
Oke, jadi ini suara tidak sah dimasukkan ke PSI, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:20:16]



566.

567.

568.

569.

570.

571.

572.

573.

574.

78

Ya.
KETUA: SALDI ISRA [01:20:10]
Itu yang Anda dalilkan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:20:10]

Ya.
KETUA: SALDI ISRA [01:20:10]
Biar nanti dibuktikan oleh Termohon itu, lanjut.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:20:21]

Kemudian lanjut ke TPS ... setelah di TPS 2 Desa Tewe, TPS 2
Desa Moiso, Kecamatan Jailolo Selatan, penambahan juga dari Partai
Solidaritas Indonesia (...)
KETUA: SALDI ISRA [01:20:30]

Itu dari mana lagi, ditambahnya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:20:35]

Dari ... sama, Majelis. Dari suara tidak sah.
KETUA: SALDI ISRA [01:20:29]

Oke, cukup.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:20:32]

Itu 2 suara.
KETUA: SALDI ISRA [01:20:39]

Oke.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:20:39]

Kemudian, di TPS 2 Desa Moiso, Kecamatan Jailolo Selatan, sama
juga, Majelis.

KETUA: SALDI ISRA [01:20:39]
Ya. Kan nambah dua juga, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:20:47]

Ya, penambahan juga. Kemudian TPS 1 Desa Suka Damai,
Kecamatan Jailolo Selatan, sama juga, Majelis. Penambahan Partai
Solidaritas Indonesia, suaranya ditambah dari jumlah surat suara rusak.
KETUA: SALDI ISRA [01:20:57]

Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:21:00]

Kemudian TPS 2 Desa Suka Damai, Majelis. Penambahan suara
dari Partai Solidaritas Indonesia, dari surat suara rusak, 1 suara, Majelis.

KETUA: SALDI ISRA [01:21:15]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:21:15]

Kemudian di TPS 2 Desa Sidangoli ... gam TPS 2 Desa Sidangoli
Gam, Kecamatan Jailolo Selatan. Sama, Majelis. Penambahan suara ke
Partai Solidaritas Indonesia, yang diperoleh dari surat suara rusak, itu 2
suara, Majelis.
KETUA: SALDI ISRA [01:21:39]

Ya.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:21:43]

Kemudian di TPS 5 Desa Sidangoli Gam, Kecamatan Jailolo
Selatan, sama juga, Majelis. Partai Solidaritas Indonesia, itu
penambahannya dari kertas suara tidak sah, 1 suara.

KETUA: SALDI ISRA [01:21:49]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:21:51]

Bahwa tidak ... bahwa selanjutnya Saksi Pemohon menghadiri
Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional (...)

KETUA: SALDI ISRA [01:22:02]
Ini sudah halaman berapa itu yang sudah (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:22:08]

Halaman 21, Majelis, Angka 15.
KETUA: SALDI ISRA [01:22:05]
Oke, angka 15.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:22:08]

Ya. Bahwa selanjutnya Saksi Pemohon menghadiri Rapat Pleno
Rekaputulasi Perhitungan Perolehan Suara di PPK Kecamatan Jailolo
Selatan, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari adalah proses
pelaksanaan penginputan data jumlah perolehan suara berbasis Model
C.Hasil Salinan-DPRD KABKO ke model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO
Kecamatan Jailolo Selatan di seluruh TPS dan di Desa Kecamatan Jailolo
Selatan berjalan dengan lancar, termasuk pengesahan hasil jumlah
perolehan suara semua partai di Kecamatan Jailolo Selatan Selatan.

Bahwa setelah Rapat Pleno Rekaputulasi Hasil Perhitungan
Perolehan Suara di PPK Kecamatan Jailolo Selatan Selatan, selesai pada
tanggal 2 Maret 2024. Lalu, keesokan harinya Termohon membagikan
hasil print-out Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO
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Kecamatan Jailolo Selatan Selatan, kepada semua saksi partai. Saksi
Pemohon kemudian meneliti kembali print-out Lampiran Model D.Hasil
kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Jailolo Selatan Selatan, ternyata
menemukan perbedaan perolehan suara di Partai Solidaritas Indonesia,
yaitu pada 7 TPS yang kami uraikan sebelumnya.

KETUA: SALDI ISRA [01:23:03]
Oke, 7 TPS-nya sudah dicantumkan di sini.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:23:06]

Ya ... yang mana (...)
KETUA: SALDI ISRA [01:23:06]

Ketika ... tunggu dulu. Ketika sebelum print-outnya yang keluar
besok itu, yang aslinya tanda tangani, enggak?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:23:15]

Tanda tangan, aman, Majelis. Prosesnya aman.
KETUA: SALDI ISRA [01:23:15]

Termasuk ... termasuk saksi dari partai Saudara? Tanda tangan,
ya? Ada buktinya itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:23:23]

Ada, Majelis. Kami lampirkan.

KETUA: SALDI ISRA [01:23:24]

Ya, nanti kita cek. Ini yang kayak-kayak begini ini gampang
membuktikannya, karena membukti dokumen saja semua. Silakan,
lanjut.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:23:32]

Jadi, ada 7 TPS yang kami uraikan sebelumnya tadi.
KETUA: SALDI ISRA [01:23:32]

Ya, itu sudah dicatat TPS-nya. Langsung ke Daerah Pemilihan
Halmahera Barat 2, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:23:39]

Untuk Daerah Pemilihan Halmahera Barat 2, menyandingkan
dengan menjelaskan perbedaan perhitungan perolehan suara menurut
Termohon dan Pemohon, disertai dengan alat bukti hanya pada daerah
Pemilihan Dapil Halmahera Barat 2 (...)

KETUA: SALDI ISRA [01:23:45]

Oh, kalau ini, Anda berhadapan dengan Perindo, sekarang?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:23:53]

Ya, Majelis.
KETUA: SALDI ISRA [01:23:54]
Oh, ya. Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:23:54]

Halmahera Barat 2, itu kejadiannya di ... mohon agar dibacakan,
Maijelis. Pada TPS.

KETUA: SALDI ISRA [01:23:55]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:23:57]
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Sampai pada (...)
KETUA: SALDI ISRA [01:24:00]
Pokoknya di sini Anda mau mendalilkan kehilangan 98 suara, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:24:00]

Ya, Majelis.
KETUA: SALDI ISRA [01:24:00]

Kalau Anda tidak kehilangan sebanyak itu, maka Anda akan dapat
kursi terakhir.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:24:00]

Ya, Majelis, seperti itu.
KETUA: SALDI ISRA [01:24:12]
Oke, lanjut.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:24:10]

Langsung ke Kabupaten Halmahera Selatan 3, Majelis.
KETUA: SALDI ISRA [01:24:17]
Halaman berapa itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:24:10]

Halaman 29.
KETUA: SALDI ISRA [01:24:20]

Sabar. Nah, oke next, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:24:22]
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Menyanding ... menyandingkan tabel 1, agar mohon dibacakan,
Maijelis.

KETUA: SALDI ISRA [01:24:22]
Ini Anda berhadapan dengan Demokrat sekarang, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:24:28]

Ya, Majelis.
KETUA: SALDI ISRA [01:24:31]

Jadi tadi dengan PSI, Perindo, sekarang dengan Demokrat ... yang
pertama tadi dengan apa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:24:39]

Yang di pertama tadi dengan PDIP.
KETUA: SALDI ISRA [01:24:38]

Nah, PDIP, lumayan juga nih, 4 orang yang menghadapi Anda
nih, satu permohonan. Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:24:46]

Ya. Lanjut, Majelis, untuk Kabupaten Halmahera Selatan 3 bahwa
Pemohon belum dapat memastikan total jumlah suara versi Pemohon
untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan terhadap
pemilihan Halmahera Selatan 3. Karena masih menyisakan permasalahan
yang terjadi di satu TPS di Desa Yomen, Kecamatan Pulau Joronga, pada
proses pemungutan perhitungan suara.

KETUA: SALDI ISRA [01:24:56]

TPS berapa itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:25:06]
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TPS ... satu TPS Desa Yomen.
KETUA: SALDI ISRA [01:25:09]
Ya, nomor TPS-nya ingat enggak?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:25:15]

TPS 03, Desa Yomen, Kecamatan Kepulauan Joronga.
KETUA: SALDI ISRA [01:25:18]
TPS 03, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:25:19]

Ya, jadi (...)
KETUA: SALDI ISRA [01:25:19]
Lanjut.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:25:24]

Bahwa pada waktu kejadian ... saya coba uraikan kronologisnya,
Maijelis.

KETUA: SALDI ISRA [01:25:31]

Ya, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:25:30]

Bahwa permasalahan ini terjadi ketika KPPS pada TPS 08 Desa
Yomen, Kecamatan Pulau Joronga sedang melaksanakan perhitungan
suara. Yang mana saat menjelang waktu Magrib, perhitungan suara
dihentikan oleh Ketua KPPS dan disepakati akan dilanjutkan pada jam
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21.00 WIT. Namun pada jam 21.00 WIT, Saksi Pemohon atas nama
Markus Kadari, bersama-sama dengan saksi partai politik lainnya, PAN
atas nama Switli Sidioniki kembali ke TPS tersebut dan mendapatkan
informasi bahwa perhitungan suara di TPS tersebut akan dilanjutkan
pada keesokan harinya, 15 Februari 2024, dengan alasan Ketua KPPS
sakit.

Pada keesokan harinya, Saksi Pemohon telah mende
mendatangani ... mendatangi TPS tersebut pagi hari, namun ternyata
perhitungan suara untuk pemilihan anggota calon ... Anggota DPRD dari
Kabupaten Halmahera Selatan, Dapil Selatan 3 sudah selesai.

KETUA: SALDI ISRA [01:26:35]
Oke, katanya mau ditunda besok (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:26:34]

Ya.
KETUA: SALDI ISRA [01:26:34]
Begitu datang besoknya, ini sudah selesai dihitung?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:26:39]

Sudah selesai dihitung (...)
KETUA: SALDI ISRA [01:26:39]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:26:40]

Jadi saksinya gak sempat hadir itu.
KETUA: SALDI ISRA [01:26:43]

Jangan-jangan Anda kesiangan datangnya, kata Pak Arsul itu.
Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:26:50]
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Lanjut, Majelis. Bahwa waktu kejadian tersebut di atas, Saksi
Pemohon hanya diperlihatkan angka-angka, perolehan suara Pemilihan
Umum Calon DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Dapil Halmahera
Selatan 3, yang telah ditulis di papan tulis ... di whiteboard, Majelis.

KETUA: SALDI ISRA [01:26:51]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:26:54]

Padahal bukan Model C.Hasil, sebagaimana sesuai dengan
pedoman teknis KPU.

KETUA: SALDI ISRA [01:27:07]
Berapa suaranya partai Anda di situ tertulis di whiteboard itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:27:09]

Mohon izinkan, saya lanjutkan, Majelis.
KETUA: SALDI ISRA [01:27:12]
Ya, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:27:12]

Saksi Pemohon selanjutnya diberikan Model C.Hasil di TPS 03
Desa Yomen, Kecamatan Kepulauan Joronga. Namun Pemohon sangat
tidak meyakini kemurnian hasil. Kemudian pada angka 5 pada atas
perbuatan Termohon tersebut, membuat laporan pelanggaran pemilu
namun hingga saat ini belum ditindaklanjuti oleh Bawaslu Halmahera
Selatan.

Bahwa Saksi Pemohon telah mengajukan keberatan di TPS 03,
namun ketika Saksi Pemohon kehendak ingin mengisi Model D.Kejadian
Khusus atau keberatan Saksi KPU, namun dilarang oleh PPK Kecamatan
Kepulauan Joronga dan Formulir D.Kejadian Khusus atau keberatan Saksi
KPU tersebut tidak diberikan kepada Saksi Pemohon.

Bahwa selanjutnya pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Pemilihan Suara di Halmahera Selatan dilaksanakan di
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tingkat kabupaten, Majelis. Kemudian Pemohon mengajukan keberatan,
baik secara lisan maupun tertulis (ucapan tidak terdengar jelas) terjadi
(ucapan tidak terdengar jelas), namun tetap tidak ditanggapi oleh
Termohon.

Nah, jadi soal perselesaian suaranya, Maijelis (...)
KETUA: SALDI ISRA [01:28:18]

Ini, belum klir, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:28:17]

Ya, belum.
KETUA: SALDI ISRA [01:28:18]
Jumlah suaranya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:28:17]

Ya.
KETUA: SALDI ISRA [01:28:17]
Ndak, di ... di whiteboard tadi (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:28:19]

Jadi, jadi di whiteboard (...)
KETUA: SALDI ISRA [01:28:19]
Enggak jelas suaranya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:28:19]

Cuma ada di bukti kami, cuma di gambar, Majelis. Tapi, angkanya
kami enggak tahu sampai saat ini.

KETUA: SALDI ISRA [01:28:19]
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Jadi, ada gambar yang enggak bisa lihat angkanya, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:28:27]

Ya, Majelis.
KETUA: SALDI ISRA [01:28:30]
Jangan-jangan whiteboard-nya warnanya putih, hitam?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:28:30]

Whiteboard putih, Majelis. Ya, pasti.
KETUA: SALDI ISRA [01:28:32]

Apa namanya ... jangan-jangan tintanya tinta putih juga enggak ...
enggak kelihatan. Semua partai enggak kelihatan angkanya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:28:41]

Enggak, ada.
KETUA: SALDI ISRA [01:28:43]
Enggak ada, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:28:45]

Ya.

KETUA: SALDI ISRA [01:28:46]
Sama sekali?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:28:46]

Ya.
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KETUA: SALDI ISRA [01:28:48]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:28:46]

Lanjut, Majelis.
KETUA: SALDI ISRA [01:28:48]
Oke. Sekarang dapil (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:28:49]

Dapil 3 Morotai 3 (...)
KETUA: SALDI ISRA [01:28:49]
Pulau Morotai 3, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:28:49]

Ya. Jadi (...)
KETUA: SALDI ISRA [01:28:49]
Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:28:49]

Jadi, Pulau Morotai 3 ini Partai Demokrat 1.000 ... Termohon,
1.164.
KETUA: SALDI ISRA [01:28:51]

Oke, di sini (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:29:00]

Selisih (...)
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KETUA: SALDI ISRA [01:29:00]
Anda berhadapan dengan Demokrat lagi, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:29:00]

Demokrat. Ya, Majelis.
KETUA: SALDI ISRA [01:29:04]
Dua lawan Anda Demokrat ini. Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:29:09]

Jadi, kami mendalilkan ini ada tiga orang pemilih yang memilih di
TPS 2 Desa Tanjung Sale, Kecamatan Morotai Utara yang masuk di
dalam daftar pemilih tambahan.
KETUA: SALDI ISRA [01:29:17]

Oke, DPTb (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:29:17]

Dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang
beralamat di luar Provinsi Maluku Utara.

KETUA: SALDI ISRA [01:29:17]
Oke.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:29:25]
Oleh karena ini, pemilihnya itu pada poin 3, Majelis.
KETUA: SALDI ISRA [01:29:26]

Oke. Ini nama pemilihnya, ya?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:29:31]

Nama pemilih, ya. Dengan nomor NIK serta beralamat di luar
Maluku Utara. Poin 3 itu angka 1, 2, 3.

KETUA: SALDI ISRA [01:29:36]
Oke. Ini tiga pemilih?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:29:40]

Tiga pemilih.
KETUA: SALDI ISRA [01:29:42]
Tiga-tiganya dari Sulawesi Tenggara?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:29:42]

Ya. Seperti itu, Majelis.
KETUA: SALDI ISRA [01:29:44]
Ikut memilih di situ?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:29:45]

Ya, Majelis.
KETUA: SALDI ISRA [01:29:48]

Oke. Terus?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN [01:29:48]

Bahwa tiga orang pemilih Kartu Tanda Penduduk di atas telah
mengakui ... ada pengakuan dari pemilih, pada waktu itu menerima dan
mencoblos lima kertas suara dari KPPS TPS 02 Desa Tanjung Sale,
Kecamatan Morotai, yaitu mulai dari Pemilihan Presiden, Wakil Presiden,
hingga pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai di
daerah pemilihan Pulau Morotai 3, yang mana ketiga orang pemilih
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tersebut seharusnya hanya mendapatkan satu kertas suara saja, yaitu
pemilihan presiden dan wakil presiden karena tiga orang pemilih Kartu
Tanda Penduduk tersebut berasal dari luar Provinsi Maluku Utara.
KETUA: SALDI ISRA [01:30:21]

Jadi, boleh untuk memilih presiden, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:30:26]

Ya. Tapi, untuk .. menurut kami, untuk yang lain, untuk
kabupaten (...)

KETUA: SALDI ISRA [01:30:28]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:30:28]

Untuk DPRD tidak. Seperti itu, Majelis.
KETUA: SALDI ISRA [01:30:33]
Terus?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:30:34]

Kemudian bahwa terhadap permasalahan tersebut, Saksi
Pemohon telah melaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu di Morotai Utara

sebanyak 2x, namun sama sekali tidak pernah serius ditidaklanjuti oleh
Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Morotai Utara (...)

KETUA: SALDI ISRA [01:30:43]

Ada enggak orang-orang itu dilaporkan yang duduk di sini? Kenal
enggak?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:30:55]

Ya, saya kenal ini Komisioner tingkat provinsi, Majelis.
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KETUA: SALDI ISRA [01:30:55]
Oh, provinsi. Tapi, ini kabupaten/kota, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:30:58]

Ya, kabupaten/kota.
KETUA: SALDI ISRA [01:30:58]
Kecamatan lagi, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:31:00]

Ya, kecamatan.
KETUA: SALDI ISRA [01:31:01]
Pengawas kecamatan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:31:00]

Ya, Majelis.
KETUA: SALDI ISRA [01:31:01]
Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:31:04]

Bukti terlampir, Majelis. Poin 5.

Bahwa juga telah didapati keterangan dari Saudara Maria,
Saudara Ruhdin, Saudara Windi yang mengaku menerima dan
menggunakan 5 kertas suara. Bahwa dengan menggunakan 4 kertas
suara tersebut yang dicobos oleh ketiga orang tersebut, maka menurut
kami bertentangan dengan Bab II Pemungutan Suara di TPS pada
Keputusan Komisi Nomor 66, anggap dibacakan, Majelis.

KETUA: SALDI ISRA [01:31:29]
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Oke. Ini bunyi peraturan KPU-nya dianggap dibacakan, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:31:31]

Dibacakan, Majelis.

Kemudian bahwa dengan telah diberikannya kertas suara yang
bertentangan tidak sesuai dengan pedoman teknis Termohon tersebut,
maka TPS 02 Desa Tanjung Sale, Kecamatan Morotai Utara sudah
dicermati oleh ketiga orang pemilih tersebut dan tidak berhak, maka
menurut Pemohon seharusnya dilakukan perhitungan ulang.

Sebelum kami masuk ke (...)

KETUA: SALDI ISRA [01:31:54]
Perhitungan ulang atau pemungutan suara ulang?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:31:56]

Pemungutan suara ulang. Maaf, maaf, Majelis. Pemungutan suara
ulang atau disingkat PSU.

KETUA: SALDI ISRA [01:32:02]
Ya, dua-duanya PSU juga tuh.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:32:04]

Ya.
KETUA: SALDI ISRA [01:32:05]
Pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, terus.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:32:07]

Ya, sebelum masuk ke Petitum, kami mau typo, Majelis, di
halaman 24.

KETUA: SALDI ISRA [01:32:12]

Ya. Apa?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:32:12]

Soal angka saja?
KETUA: SALDI ISRA [01:32:13]
Angka bera ... di mana?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:32:15]

Halaman 24.
KETUA: SALDI ISRA [01:32:16]
Halaman 24? Oh, mundur lagi.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:32:19]

Ya, jadi angka 20.
KETUA: SALDI ISRA [01:32:20]
Sebentar.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:32:23]

Ya, 24.

KETUA: SALDI ISRA [01:32:23]

Kalau enggak saya, nanti dari pada Anda ribut. Nah biar saya
kasih, yang mana ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:32:27]

Halaman 24.
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KETUA: SALDI ISRA [01:32:27]

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:32:28]

Itu angka 20 dihapus, Majelis.
KETUA: SALDI ISRA [01:32:31]
Mana angka 20 ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:32:33]

Angka 20, halaman 24, Halbar 1 itu.
KETUA: SALDI ISRA [01:32:37]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:32:37]

Ya, itu dihapus, Majelis.
KETUA: SALDI ISRA [01:32:38]

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:32:40]

Kami menaruh di angka 21, diubah ke angka 20 itu saja, Majelis.
KETUA: SALDI ISRA [01:32:45]

Oke, yang prinsip dasarnya. Nah, sudah saya sampaikan tadi, ya?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:32:49]

Ya, Majelis.
KETUA: SALDI ISRA [01:32:50]
Tapi, karena Anda sampaikan, kita catat ini.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:32:51]

Ya, Maijelis.
KETUA: SALDI ISRA [01:32:53]
Tidak boleh ada lagi perubahan-perubahan. Next, Petitum.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:32:56]

Petitum, izin Majelis, Petitum saya serahkan ke rekan saya untuk
membacakan.

KETUA: SALDI ISRA [01:32:59]
Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [01:33:00]

Pak Regginaldo.
KETUA: SALDI ISRA [01:33:01]

Oh ini, ada apa enggak? Ada mik? Nah, itu ada.
Ini sopir intinya di belakang ini.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: REGGINALDO SULTAN [01:33:11]

Baik, mohon izin, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [01:33:12]
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Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: REGGINALDO SULTAN [01:33:14]

Berdasarkan seluruh (...)
KETUA: SALDI ISRA [01:33:15]
Ini Petitumnya per satu-satu, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: REGGINALDO SULTAN [01:33:17]

Per satu-satu, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:33:17]
Oke, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: REGGINALDO SULTAN [01:33:18]

Karena berbeda-beda.
KETUA: SALDI ISRA [01:33:18]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: REGGINALDO SULTAN [01:33:18]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas,
Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan
Putusan sebagai berikut.

4.2. Provinsi Maluku Utara.

4.2.1 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum PHPU DPD
Kabupaten/Kota.

4.2.1.1 Kota Ternate.

4.2.1.1.1 Daerah Pemilihan Kota Ternate 2.

—

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun
2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
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Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional,
pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. Sepanjang
Perolehan suara di Daerah Pemilihan Kota Ternate 2, untuk
pengisian Calon Anggota DPRD Kota Ternate 2.
Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon
untuk pengisian DPRD Kota Ternate Daerah Pemilihan Kota Ternate
2. Perolehan suara Pemohon Untuk pengisian keanggotaan DPRD
Kabupaten/Kota, Kota Ternate 2, Daerah Pemilihan Kota Tarnate 2,
sebesar.

Satu, Partai Nasdem, perolehan suara 5.488.

Dua, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 1.800.

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan

pemungutan suara, PSU, pada 1 TPS, TPS 8 Kelurahan Tabona,
Kecamatan Ternate Selatan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, memohon

putusan yang seadil-adilnya.

KETUA: SALDI ISRA [01:34:58]

Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: REGGINALDO SULTAN [01:34:58]

Yang kedua, untuk Kabupaten Halmahera Barat, Daerah Pemilihan

Halmahera Barat 1.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

754. KETUA: SALDI ISRA [01:35:08]

Yang 2, dianggap dibacakan ya, kecuali sepanjangnya (...)

755. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-

DPRD-XXII/2024: REGGINALDO SULTAN [01:35:11]

Baik, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Halmahera

1, untuk pengisian calon.

756. KETUA: SALDI ISRA [01:35:17]

Halmahera Barat 1, ya?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: REGGINALDO SULTAN [01:35:19]

Halmahera Barat 1.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut
Pemohon, sebagaimana tertera di dalam halaman 39, Yang Mulia.
1. Partai Nasdem 4.657.
2. Partai Solidaritas Indonesia 1.552

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan
putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Selanjutnya untuk yang Daerah Pemilihan Halmahera Barat 2.
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU 360/2024 (...)

KETUA: SALDI ISRA [01:35:55]
Oke, next. Sepanjang (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: REGGINALDO SULTAN [01:35:55]

Dianggap dibacakan, sepanjang perolehan suara di Daerah
Pemilihan Halmahera Barat 2 untuk pengisian Calon Anggota DPRD
Kabupaten Halmahera Barat.

Tiga, memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan
penghitungan suara ulang pada 4 TPS di Desa Gamsida, Kecamatan Ibu
Selatan, antara lain TPS 1 sampai dengan TPS 4, Desa Gamsida,
Kecamatan Ibu Selatan.

Empat, memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan
putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan seadil-adilnya.

KETUA: SALDI ISRA [01:36:21]
Ini penghitungan suara ulang, ya? Yang diminta, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: REGGINALDO SULTAN [01:36:24]

Benar, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [01:36:24]
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Ini Termohon, kotak suaranya masih disimpan dengan baik, kan?
Oke, terima kasih. Lanjut.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: REGGINALDO SULTAN [01:36:31]

Selanjutnya, Kabupaten Halmahera Selatan, Daerah Pemilihan
Halmahera Selatan 3.

Satu, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua, membatalkan SK KPU sepanjang (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: REGGINALDO SULTAN [01:36:41]

Sepanjang.
KETUA: SALDI ISRA [01:36:42]

Sepanjang, perolehan suara di Daerah Pemilihan Halmahera
Selatan 3, untuk pengisihan calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera
Selatan.

Tiga, memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan
pemungutan suara ulang pada satu TPS, yaitu TPS 3, Desa Yomen,
Kecamatan Kepulauan Joronga.

Empat, memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan
putusan ini.

Atau apabila Makamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

KETUA: SALDI ISRA [01:37:03]
Terakhir, Morotai 3.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: REGGINALDO SULTAN [01:37:06]

Yang terakhir, Kabupaten Morotai, untuk Morotai 3.

Satu, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua, membatalkan SK KPU 360/2024. Mohon dianggap dibacakan,
sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Pulau Morotai 3 untuk
pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai.

Tiga, memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan
pemungutan suara ulang, PSU, pada satu TPS, yaitu TPS 02, Desa
Tanjung Sale, Kecamatan Morotai Utara.
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Empat, memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan
putusan ini.

Atau apabila Makamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah Permohonan ini kami sampaikan, Yang Mulia. Atas
perkenan dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

KETUA: SALDI ISRA [01:37:44]

Terima kasih. Jadi, dari lima yang dipersoalkan, tiga minta
pemungutan suara ulang, satu minta penghitungan suara ulang, satu lagi
itu penetapan suara. Oke, terima kasih. Klir, ya? Termohon, ya.

Ya, silakan ada yang tambahan dari Yang Mulia Bapak Arsul.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:38:06]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ini housekeeping saja. Saya lihat di berkas ini, seluruh Kuasa
Hukum belum menyerahkan KTA dan Berita Acara Sumpah, meskipun
mungkin di perkara lain sudah. Agar dilengkapi ini untuk memenuhi Pasal
11 ayat (1) huruf e PMK. Terima kasih.

KETUA: SALDI ISRA [01:38:26]

Terima kasih. Nanti dilengkapi, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: REGGINALDO SULTAN [01:38:27]

Ya, Majelis.
KETUA: SALDI ISRA [01:38:29]
Kita lanjutkan ke Permohonan Nomor 96.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:38:34]
Izin, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:38:36]
Ya. PKN, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:38:37]
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Ya.
KETUA: SALDI ISRA [01:38:38]
Silakan. Ini sebentar dulu, yang hadir siapa ini Kuasa Hukumnya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:38:42]

Saya dengan Daniel Kurniawan dan M. Said Ramadan Nasution.
KETUA: SALDI ISRA [01:38:49]
Sebentar. Saya cari dulu, ada enggak namanya di sini.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:38:51]

Saya nomor 8, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:38:51]
Nomor 8, Pak Daniel. Satu lagi, Ramadan Nasution.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:38:56]

Nomor 15, ya.
KETUA: SALDI ISRA [01:38:57]
15, M. Said Ramadan Nasution. Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:39:01]

Mohon izin, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:39:02]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:39:03]
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Yang Terhormat, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Jalan
Merdeka Barat, Nomor 6, Jakarta Pusat, 010 10110.

Dengan hormat ... kami, atas nama Partai PKN dengan ini,
diberikan kuasa oleh Pak Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum dan
Bapak Sri Mulyono sebagai Sekretaris Jendral, terhadap diberikan kuasa
untuk mengajukan Permohonan PHPU terhadap KPU yang beralamat di
Jalan Iman Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat. Yang selanjutnya Termohon.

KETUA: SALDI ISRA [01:39:36]

Oke, langsung ke Pokok Permohonan. Ini Dapil Halmahera Timur
2, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:39:41]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:39:42]
Silakan, untuk Kabupaten Halmahera Timur. Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:39:48]

Dalam pokok ... dalam pokok permohonan, ini ada tabel, Yang
Mulia. Izin.

KETUA: SALDI ISRA [01:39:54]
Ya

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:39:55]

Saya mau membacakan Partai PKN saja, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:39:57]
PKN, berapa suaranya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:39:59]
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Yang dari Pemohon=1.113, Termohon=1.088, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:40:05]
Itu, PKN nomor berapa di sini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:40:07]

Izin, Yang Mulia, nomor 9.
KETUA: SALDI ISRA [01:40:08]
9. Oke, yang dicetak tebal, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:40:11]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:40:13]
Versinya Termohon=1.088.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:40:15]

Betul.
KETUA: SALDI ISRA [01:40:18]
Versinya Pemohon=1.113.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:40:19]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:40:19]
Ini kursi ke berapa, yang diperebutkan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:40:22]



804.

805.

806.

807.

808.

809.

810.

811.

107

Kursi terakhir, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:40:24]
Anda berhadapan dengan apa ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:40:28]

Dengan Partai PKS, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:40:27]
Oh, dengan PKS, ya. Sesama saudara ini.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:40:29]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:40:29]
Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:40:32]

Oke.
KETUA: SALDI ISRA [01:40:33]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:40:34]

Bahwa, pada tanggal, 14 Februari 2024, ketika pemungutan Suara
di TPS 03 di Desa Lolobata, Kecamatan Wasile Tengah, telah terjadi
pencoblosan lebih dari satu suara yang dilakukan oleh para saksi dari
beberapa partai atas arahan petugas penyelenggara di tingkat TPS.
Petugas itu .. petugas tersebut, bernama Tahwim Hamisi yang
bersangkut menyampaikan kepada para saksi bahwa tidak ada surat
suara yang tersisa, sehingga para saksi membagikan surat suara
tersebut untuk mencoblos. Sementara, sisa suara tersebut milik suaranya
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dari beberapa masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, Yang
Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [01:41:11]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:41:13]

Lanjut, kedua.
KETUA: SALDI ISRA [01:41:13]
Jadi, ada tiga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:41:16]

Betul, yang mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:41:17]
Ajarina H. Salaha, Rusni Haji, Samsi Abdullah.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:41:22]

Samsi Abdullah. Betul, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:41:23]

Yang dianggap tidak menggunakan. Tapi kertas suara tetap
terpakai habis begitu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:41:27]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:41:27]

Lanjut.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:41:29]

Oke, disaksikan oleh beberapa ... apa ... dua Saksi yaitu
Dominggus Malega dari Partai Perindro dan Andriansyah Sangaji dari
Partai Demokrat.

KETUA: SALDI ISRA [01:41:36]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:41:37]

Lanjut izin, Yang Mulia.

Bahwa, TPS 02 Desa Lolobata, Kecamatan Wasile Tengah,
tanggal, 14 Februari, telah menjamin[sic!] ... telah terjadi pencoblosan
lebih dari satu suara, dilakukan oleh Samsi Dahlan. Selain itu, Samsi
Dahlan mencoblos di TPS 03 Desa Lalobata, Kecamatan Wasile Tengah,
Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [01:41:54]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:41:57]

Lanjut, Yang Mulia?
KETUA: SALDI ISRA [01:41:58]
Terus.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:41:59]

Dari TPS 01, Desa Bokiemaake, Kecamatan Wasile Tengah, pada
tanggal 14 Februari, Saudara Wahab Ismail telah mencoblos dua suara,
yaitu mencoblos nama pribadi dan mencoblos nama anaknya bernama
Suaip Ismail dan juga ada nama Soekarno Fabanyo, juga mencoblos dua
suara. Selain itu, juga suara pribadi yang juga mencoblos hama ... apa ...
suara istrinya yang bernama Sarah Maneke yang disaksikan oleh Saksi
dari Partai PKN, yaitu Nasri Limatahu dan salah satu penyelenggara itu
namanya Mohtar Sindif.
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KETUA: SALDI ISRA [01:42:35]
Oke, terus.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:42:35]

Bahwa, di TPS 05 Bumi Restu, Kecamatan Wasile Tengah, terjadi
perubahan dan pergeseran angka-angka, perolehan suara, dan caleg,
yaitu Form C.Hasil yang tidak sesuai dengan C-1 salinan dan Form D.
Dan selanjutnya, di TPS 01 Desa Sidomulyo, Kecamatan Wasile Timur
juga, sama, Yang Mulia. Kasusnya di TPS 05 Bumi Restu itu, Kecamatan
Wasile terjadi perubahan atau pergeseran angka-angka, persoalan dari
suara partai dan calegnya juga.

Selanjutnya izin dibacakan Petitumnya kepada rekan saya.

KETUA: SALDI ISRA [01:43:09]
Silakan, bacakan Petitumnya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: M. SAID RAMADAN NASUTION [01:43:14]

Baik, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:43:15]

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: M. SAID RAMADAN NASUTION [01:43:20]

Berdasarkan seluruh wuraian sebagaimana tersebut di atas,
Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi, untuk menjatuhkan
putusan sebagai berikut.

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun
2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional, pada hari
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Rabu, tanggal 20 Maret 2024 adalah sepanjang Daerah Pemilihan
sebagai berikut Dapil Halmahera Timur...
Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk
pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di daerah pemilihan sebagai
berikut.

Perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD
Kabupaten Halmahera Timur. Pemohon menyampaikan perolehan suara
yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut.

KETUA: SALDI ISRA [01:44:27]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: M. SAID RAMADAN NASUTION [01:44:27]

Partai Kebangkitan Nusantara dari Termohon=1.088 dan
Pemohon=1.113 dan kurang 25 suara, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [01:44:45]
Oke, terus.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: M. SAID RAMADAN NASUTION [01:44:48]

Yang keempat, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum
untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon LBH Partai
Kebangkitan Nusantara.

Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [01:45:06]

Terima kasih. Ini Kuasa-Kuasa Hukum Pemohon nih, tanda tangan
satu orang saja yang tanda tangan, nih jangan-jangan ini.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:45:17]

Izin, Yang Mulia, semuanya tanda tangan.

KETUA: SALDI ISRA [01:45:18]
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Semua tanda tangan? Orang-orang yang berbeda?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:45:20]

Orang yang berbeda semuanya, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:45:21]
Ya. Nanti kita cek, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:45:23]

Siap, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:45:24]
Oke, terima kasih.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:45:26]
Pak Ketua.
KETUA: SALDI ISRA [01:45:26]
Ya. Silakan, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:45:27]
Ini KTA juga Berita Acara Sumpahnya dilengkapi, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:45:30]

Siap, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:45:31]
Ini semua juga pada teman-teman yang belum.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:45:33]

Siap, Yang Mulia.
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HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:45:34]

Ya, supaya tertib kita semua. Terima kasih.
KETUA: SALDI ISRA [01:45:40]

Selanjutnya Nomor Perkara 115.

Oke, sebentar untuk PKN tadi dulu. Ini tanda tangannya Pak Anas
Urbaningrum, ya? Di Surat Kuasa itu tanda tangan asli atau tanda tangan

scan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:46:21]

Izin, Yang Mulia. Asli, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:46:23]
Asli, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:46:24]

He eh.
KETUA: SALDI ISRA [01:46:29]

Oke, nanti kita cek lagi ini.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:46:31]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.
KETUA: SALDI ISRA [01:46:42]

Sebentar, sabar dulu, ya. Giliran Anda akan ada nantinya. Nanti
kalau ada yang tidak cocok, Anda sampaikan nanti, kan dikasih
kesempatan, ya. Pihak Terkait dikasih kesempatan boleh menyampaikan

apa saja.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 96-01-09-
32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [01:46:58]
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Hanya mau menyampaikan bahwa Kuasa Hukum Terkait berkaitan
tentang Perkara 96 hadir, Yang Mulia. Ya, itu saja.

KETUA: SALDI ISRA [01:47:01]

Oh, itu. Oh, ya. Oke, terima kasih.

Apa tadi? Ini di Surat Kuasa Perbaikan terdapat nama yang tidak
ada dalam Surat Kuasa Perbaikan, Arfan Poretoka dan Muhammad Irfan.
Gimana itu? Bisa dijelaskan?

Anda ke mana itu? Bukan saya yang menanya, kok Anda lari nih?
Apa ini penjelasannya? Jawab dulu pertanyaan Hakim, baru Anda pergi.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:47:39]

Izin, Yang Mulia
KETUA: SALDI ISRA [01:47:40]
Ini pada permohonan, ya. Nomor 96 tadi.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:47:43]

He eh.

KETUA: SALDI ISRA [01:47:44]

Itu dalam surat kuasa perbaikan, terdapat nama yang tidak ada
dalam surat kuasa perbaikan, Arfan Poretoka dan Muhammad Irfan. Itu
orangnya memang tidak ikut lagi atau bagaimana?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:48:02]

Ya, siap, Yang Mulia. Tidak ikut lagi, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:48:04]

Tidak ikut lagi, tapi ada tanda tangan ini.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:48:07]

Ya, makanya nanti saya minta ... apa ... perbaikan kalau begitu,
Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [01:48:11]
Tidak ada lagi perbaikan, ini sudah selesai.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:48:13]

Oke, siap, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:48:14]
Anda tunggu nasib saja lagi.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:48:15]

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:48:17]

Oke, Ya.
Oke, sekarang Nomor 115. Silakan, Kuasanya siapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:48:30]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, kami dari Kuasa Hukum
PPP hadir di sini. Saya sendiri, Irffan Maulana Muharam, nomor urut 23.
Dan rekan saya, Erfandi, nomor urut 2 di permohonan, Yang Mulia.

Izin menyampaikan permohonan, perihal Permohonan Pembatalan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang
Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19
WIB, sepanjang hasil Pemilihan Umum. Satu, anggota Dewan Perwakilan
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Rakyat Republik Indonesia, DPR RI Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan
Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara, konversi PT 4%.

KETUA: SALDI ISRA [01:49:17]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:49:18]

Yang kedua, Anggota DPRD Kabupaten pada Daerah Pemilihan
Kepulauan Sula IV, Provinsi Maluku Utara.

Jadi, dalam permulaan ini (...)
KETUA: SALDI ISRA [01:49:28]

Satu soal ... sabar, tunggu dulu. Ini Anda kayaknya kalau mesin
yang dihidupkan enggak bisa berhenti-berhenti.

Sabar, yang satu itu Anda persoalkan soal konversi PT 4%.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:49:38]

Ya, betul.
KETUA: SALDI ISRA [01:49:39]
Yang kedua (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:49:39]

Perolehan (...)
KETUA: SALDI ISRA [01:49:40]

Anggota DPRD Kabupaten pada Daerah Pemilihan Kepulauan Sula
IV, Maluku Utara. Nanti pakai rem juga, jangan menginjak gas terus,

susah kita. Ya, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:49:52]

Siap, Baik, Yang Mulia.
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Kami dari tim Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Partai Persatuan
Pembangunan.

KETUA: SALDI ISRA [01:50:01]
Nama Anda siapa ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:50:02]

Irfan Maulana Muharam, nomor 23 dan rekan kami yang hadir,
Erfandi nomor urut 2.

KETUA: SALDI ISRA [01:50:09]
Nomor urut 2, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:50:10]

Ya.
KETUA: SALDI ISRA [01:50:11]

Erfandi satu, Irfan Maulana Muharam. Silakan, langsung ke Pokok
Permohonan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:50:16]

Langsung pada Pokok Permohonan.
KETUA: SALDI ISRA [01:50:18]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:50:20]

Poin A, Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia DPR RI Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Maluku Utara,
Provinsi Maluku Utara, konversi PT 4%.
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Praktik pemilihan suara Pemohon untuk Pemilu Anggota DPR pada
Daerah Pemilihan Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara secara tidak sah
kepada Partai Garuda. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360
Tahun 2024, perolehan suara Pemohon secara nasional ditetapkan
sebagai berikut.

Tabel 1, mohon dianggap dibacakan.

KETUA: SALDI ISRA [01:50:46]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:50:47]

Berdasarkan keputusan tersebut, Pemohon tidak memenubhi
persyaratan ambang batas parliamentary threshold sebesar 4%,
sehingga terdapat selisih kekurangan suara sebesar 193.088 suara atau
setara dengan persentase sebesar 0,13%.

KETUA: SALDI ISRA [01:51:02]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:51:02]

Bahwa pada persandingan perolehan suara Pemohon dari Partai
Garuda terdapat perbedaan antara versi perhitungan Termohon dengan
versi Pemohon, khususnya pada 35 dapil tersebar di 19 provinsi.

Bahwa salah satu dapil tempat terjadi perpindahan suara tersebut
adalah Daerah Pemilihan Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara sebagai
berikut. Tabel 2 (...)

KETUA: SALDI ISRA [01:51:19]
Ya

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:51:19]

Persandingan perolehan suara Pemohon dari Partai Garuda pada
Dapil Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara menurut versi Termohon dan
versi Pemohon, mohon dianggap dibacakan tabel 2.

KETUA: SALDI ISRA [01:51:27]
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Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:51:28]

Selanjutnya, poin 20, bahwa pada perpindahan suara Pemohon
secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut, terus berlanjut dan
terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional, sebagaimana dituangkan
Termohonan dan Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diumumkan
pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19, bahwa atas
perpindahan suara tersebut, Pemohon telah melakukan keberatan ke
Bawaslu provinsi. Pada dapil tersebut, atas dasar itu terdapat cukup
dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan
permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar
menurut versi Pemohon.

KETUA: SALDI ISRA [01:51:57]
Oke, ini ada ya proses perpindahan suara itu, ada dibuktikan (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:52:00]

Ada, kami buktikan, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:52:02]

Bukti berapa itu?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:52:05]

Mohon izin untuk bukti, baru P-1 sampai P-2, siang ini kita
masukkan P-3 sampai P-541.

KETUA: SALDI ISRA [01:52:11]

Ya, ini karena yang ... apa namanya ... perpindahannya itu besar
lho, 5.400 suara, nanti kita lihat buktinya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:52:18]

Siang ini kami masukkan, Yang Mulia.
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KETUA: SALDI ISRA [01:52:18]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:52:17]

Untuk bukti-buktinya.
KETUA: SALDI ISRA [01:52:21]
Lanjut ke Sula 1V, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:52:21]

Ya,betul. Lanjut untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten pada
Daerah Pemilihan Kepulauan Sula 1V, Provinsi Maluku Utara.

KETUA: SALDI ISRA [01:52:28]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:52:28]

Persandingan perolehan suara Pemohon partai politik untuk
Pengisian Keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Kepulauan Sula 1IV.
Untuk tabel 3 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [01:52:35]
Ini Sula 1V ini berapa kursi di situ, yang diperebutkan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:52:38]

Empat kursi, Pemohon ini urut kelima, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:52:44]
Oh, Pemohon urut kelima, di atasnya itu Golkar?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:52:45]
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Ya, betul.
KETUA: SALDI ISRA [01:52:46]
Yang dapat kursi keempat?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:52:47]

Ya, betul.
KETUA: SALDI ISRA [01:52:48]
Jadi, ini sekarang PPP berhadapan dengan Golkar, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:52:50]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:52:51]
Oke, lanjut.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:52:56]

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas
disebabkan adanya: satu, terjadinya penambahan suara partai Golkar
pada TPS 2 Desa Buruakol, Kecamatan Mangoli Tengah, yang dilakukan
oleh oknum KPPS pada Caleg Nomor Urut 1 yang seharusnya
berdasarkan penghitungan suara di TPS. Perolehan suara partai Golkar
untuk Caleg Nomor Urut 1 yang dibacakan adalah sebanyak 6 suara.
Tapi ketika ditulis pada Model C.Hasil Salinan DPRD KABKO ditambahkan
3 suara, sehingga menjadi 9 suara. Sehingga perolehan suara partai
Golkar bertambah menjadi 55 suara berdasarkan bukti video perhitungan
suara di TPS 2 Buruakol.

KETUA: SALDI ISRA [01:53:26]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:53:29]
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Telah terjadi penambahan suara partai Golkar di TPS 1 Desa
Paslal, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula. Karena
berdasarkan video pembacaan perolehan suara di TPS, suara partai
Golkar seharusnya hanya memperoleh suara 25 suara. Namun ketika
ditulis ke dalam Model C.Hasil DPRD KABKO menjadi 29 suara.

KETUA: SALDI ISRA [01:53:45]
Tambah 4 suara?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:53:47]

Ya, betul.
KETUA: SALDI ISRA [01:53:48]
Oke, next.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:53:47]

Bahwa pada TPS 2 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah,
jumlah surat suara yang digunakan pada saat pencoblosan adalah
sebanyak 195 surat suara. Akan tetapi, pada saat penghitungan suara,
jumlah surat suara sah berkurang hanya 187 surat suara sah. Dan
jumlah surat suara tidak sah sebanyak 7 surat suara.

Ada selisih satu suara, suara sah yang tidak dihitung karena yang
seharusnya jumlah surat suara sah sebanyak 188 surat suara dan satu
surat suara sah yang tidak dihitung adalah milik suara Pemohon.

KETUA: SALDI ISRA [01:54:14]
Oke. Jadi, ini Anda kehilangan satu suara di sini, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:54:19]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:54:24]

Gimana, Anda caranya memastikan suara yang hilang itu suara-
suara sah partai Anda?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:54:23]

Itu nanti ada perpindahan dari C-1 ke D.Hasil, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:54:27]
Oke. Jadi ini C-1 ke D.Hasil, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:54:28]

Ya, betul.
KETUA: SALDI ISRA [01:54:29]
Jadi, ini nanti cukup dicek C1 dengan D. Terus?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:54:38]

Bahwa pada TPS 5 Desa Mangoli, Kecamatan Mangoli Tengah.
Jumlah surat suara yang digunakan pada saat pencoblosan adalah
sebanyak 139 surat suara. Akan tetapi, pada saat penghitungan suara
jumlah surat suara sah hanya 134 surat suara sah. Dan jumlah surat
suara tidak sah sebanyak 4 surat suara. Ada selisih satu suara sah
karena yang seharusnya jumlah surat suara sah sebanyak 135 surat
suara dan satu surat suara sah yang tidak dihitung adalah milik suara
Pemohon.

KETUA: SALDI ISRA [01:55:06]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:55:05]

Bahwa pada TPS 5 Desa Waitina, Kecamatan Mangoli Timur.
Jumlah surat suara yang digunakan pada saat pencoblosan adalah
sebanyak 217 surat suara. Akan tetapi, pada saat penghitungan suara,
jumlah surat suara sah hanya 215 surat suara sah dan jumlah surat
suara tidak sah sebanyak 1 surat suara. Ada satu selisih surat suara
karena seharusnya jumlah surat suara sah sebanyak 206 surat suara
sah. Surat suara sah yang tidak dihitung adalah milik suara Pemohon.
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KETUA: SALDI ISRA [01:55:34]
Oke. Itu di TPS-TPS yang Anda kehilangan (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:55:34]

Di TPS-nya kami uraikan satu per satu.
KETUA: SALDI ISRA [01:55:38]
Ya. Tunggu pertanyaan saya belum selesai (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:55:39]

Siap.
KETUA: SALDI ISRA [01:55:39]

Sabar Anda ini bagaimana ini. Pertanyaan belum selesai sudah
dijawab, bisa kayak ahli nujum juga Saudara ini. Itu di tempat yang Anda

dalilkan, ada yang berlebih kayak begitu yang Anda anggap sebagai
suara partai yang Anda wakili, Prinsipal Anda itu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:55:56]

Ya.
KETUA: SALDI ISRA [01:55:58]

Itu saksi-saksi Anda tanda tangan enggak di TPS-TPS ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:55:58]

Saksi, tanda tangan, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:55:59]

Oke. Ya, lanjut.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:56:00]

Lanjut poin 6, Yang Mulia.

Pada ... bahwa pada TPS 2 Desa Naflo, Kecamatan Mangoli Timur,
jumlah surat suara yang digunakan pada saat pencoblosan ada sebanyak
153 surat suara. Akan tetapi pada saat penghitungan suara, jumlah surat
suara sah hanya 132 surat suara sah dan jumlah suara tidak sah
sebanyak 10 surat suara. Ada selisih 11 surat suara sah yang tidak
dihitung karena yang seharusnya dimasukkan ke surat suara sah
sebanyak 143 surat suara sah.

Bahwa pada TPS 1 Desa Waisakay, Kecamatan Mangoli Utara
Timur, jumlah surat suara yang digunakan pada saat pencoblosan adalah
sebanyak (...)

KETUA: SALDI ISRA [01:56:26]
Ini yang poin 6 tadi, enggak ada klaim berapa suara Anda, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:56:28]

Ya.

KETUA: SALDI ISRA [01:56:28]

Cuma hanya mau menyampaikan aja perbedaan suara sah, ya?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:56:33]

Ya.

KETUA: SALDI ISRA [01:56:37]

Dengan suara. Oke, next.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:56:44]

Lanjut, bahwa pada TPS 1 Desa Waisakay, Kecamatan Mangoli
Utara Timur, jumlah surat suara yang digunakan pada saat pencoblosan
adalah sebanyak 252 surat suara, akan tetapi pada saat penghitungan
suara, jumlah surat suara sah sebanyak 241 surat suara sah dan jumlah
surat suara tidak sah sebanyak 14 surat suara.
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Ada selisih 3 suara sah yang dilakukan penggelembungan suara
sah pada Caleg Nomor Urut 1 Partai Golkar yang seharusnya ... karena
yang seharusnya 15 suara menjadi 18 suara, padahal surat suara sah
hanya sebanyak 238 surat suara sah.

KETUA: SALDI ISRA [01:57:17]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:57:18]

Lanjut bahwa pada TPS 2 Desa Pelita Jaya, Kecamatan Mangoli
Utara Timur, jumlah surat suara yang digunakan pada saat pencoblosan
adalah sebanyak 158 surat suara, akan tetapi pada saat penghitungan
suara, jumlah surat suara sah hanya 156 surat suara sah dan jumlah
surat suara tidak sah sebanyak 1 surat suara. Ada selisih 1 suara sah
yang tidak dihitung karena yang seharusnya jumlah surat suara sah
sebanyak 157 surat suara sah dan 1 surat suara sah yang tidak dihitung
adalah milik suara PPP.

Bahwa pada TPS 2 Desa Waisum, Kecamatan Mangoli Utara
Timur, jumlah surat suara yang digunakan pada saat pencoblosan adalah
sebanyak 111 surat suara, akan tetapi pada saat penghitungan suara,
jumlah surat suara sah hanya 108 surat suara sah dan jumlah surat
suara tidak sah sebanyak 2 surat suara. Ada selisih 1 suara sah yang
tidak dihitung karena yang seharusnya jumlah surat suara sah sebanyak
110 surat suara sah dan 1 surat suara sah yang tidak dihitung adalah
milik suara PPP.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat
ketidaksesuaian antara jumlah suara sah masing-masing partai dengan
jumlah suara pada Model C.Hasil-DPRD KABKO, sehingga sangat
merugikan hak konstitusional pemilih yang telah hadir di TPS.

Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi
memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan suara
ulang di TPS-TPS tersebut di atas, yaitu TPS 2 Desa Buruakol, TPS 1
Desa Paslal, TPS 2 Desa Capalulu, TPS 5 Desa Mangoli, TPS 5 Desa
Waitina, TPS 2 Desa Naflo, TPS 1 Desa Waisakai, TPS 2 Desa Pelita Jaya,
dan TPS 2 Desa Waisum.

Bahwa berdasarkan penjelasan pada poin 5 di atas, Saksi dari PPP
telah mengajukan keberatan pada KPU maupun Bawaslu kabupaten pada
saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten agar permasalahan di 9 TPS
tersebut di atas bisa diselesaikan. Akan tetapi Bawaslu maupun KPU
tidak mengindahkan keberatan tersebut sampai Pleno rekapitulasi suara
di tingkat kabupaten ditutup.
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Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan di atas saling
bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan Pemohon, sehingga
diperoleh fakta hukum bahwa seharusnya kursi terakhir dari total 4 kursi
Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Dapil ... Kepulauan Sula IV
menjadi hak Pemohon.

Lanjut ke Petitum.

KETUA: SALDI ISRA [01:59:42]
Nanti soal bersesuaian itu, biar Hakim saja yang menilai.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:59:42]

Ya. Baik, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:59:47]
Langsung Petitum.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [01:59:47]

Petitum.

Berdasarkan seluruh wuraian sebagaimana tersebut di atas,
Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan
putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun
2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024 vyang diumumkan pada hari
Kamis[sic!], tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19, sepanjang hasil
pemilihan umum:

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI
Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Dapil Maluku Utara, Provinsi
Maluku Utara (Konversi PT 4%).

2. Anggota DPR Kabupaten pada Daerah Pemilihan Kepulauan Sula
IV Provinsi Maluku Utara.

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan
hasil perolehan suara yang benar, untuk Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 pada
Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara
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sebagai berikut. Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan
Pemohon, perolehan suara yang benar adalah 13.795. Partai
Garuda=194 suara. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar
menurut  Pemohon  untuk  pengisian  keanggotaan = DPR
Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Kepulauan Sula 1V.
Pemohon Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan perolehan
suara yang benar, menurut Pemohon Partai Persatuan Pembangunan
sesuai dengan posita permohonan di atas. Perolehan suara Pemohon
untuk pengisian keanggotaan DPR kabupaten/kota, Partai Politik
Partai Golkar=1.057 suara. Partai Persatuan Pembangunan=1.065
suara, memerintahkan Termohon menetapkan kursi keempat DPRD
Kabupaten Kepulauan Sula di Dapil Kepulauan Sula.

Mohon izin, Yang Mulia. Ini yang Sula III direnvoi, salah

pengetikan, jadi Sula IV. Kepada Pemohon di Petitum Poin 4.

KETUA: SALDI ISRA [02:01:45]
Tidak ada lagi perubahan, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [02:01:45]

Ya, salah pengetikan.
KETUA: SALDI ISRA [02:01:47]
Ya, apapun lah namanya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [02:01:49]

Atau ... lanjutkan, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:01:51]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [02:01:51]

Atau setidak-tidaknya, memerintahkan kepada Termohon untuk
melakukan penghitungan suara ulang di 9 TPS di Kabupaten Kepulauan
Sula, antara lain TPS 2 Desa Buruakol, TPS 1 Desa Paslal, TPS 2 Desa
Capalulu, TPS 5 Desa Mangoli, TPS 5 Desa Waitina, TPS 2 Desa Naflo,
TPS 1 Desa Waisakay, TPS 2 Desa Pelita Jaya, dan TPS 2 Desa Waisum.
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Memerintahkan Termohon untuk menetapkan kursi keempat
DPRD Kabupaten Kepulauan Sula di Dapil Kepulauan Sula IV kepada
Pemohon.

Memerintahkan kepada Komisi Pembihan Umum untuk
melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya.

KETUA: SALDI ISRA [02:02:27]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [02:02:27]

Demikian kami bacakan, Yang Mulia. Terima kasih.
Wassalamualaikum wr.wb.

KETUA: SALDI ISRA [02:02:35]

Waalaikumsallam. Gara-gara Anda ngasih renvoi, jadi tahu lawan
Anda semuanya, gitu. Kalau Anda diam-diam saja, jangan-jangan
mereka tidak tahu, ini. Oke, terima kasih ya.

Ini memang salah satu jadi lawyer, itu memang harus lebih
cermat. Jangan sudah sampai di gelanggang, itu lalu jadi ada perubahan
dan segala macamnya, begitu. Ini di Surat Kuasa, ya. Masih ada
beberapa yang belum tanda tangan, nanti datang ke Kepaniteraan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [02:03:07]

Ya, baik.
KETUA: SALDI ISRA [02:03:13]

Supaya ditanda tangan ini, kalau enggak nanti dicoret saja. Kalau
sudah dicoret, enggak bisa menerima apa-apa lagi ini dari Prinsipal.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [02:03:20]

Ya.

KETUA: SALDI ISRA [02:03:20]
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Jadi, Petitum.

Saya diingatkan lagi, termasuk salah satu yang tidak boleh
direnvoi. Jadi, karena sudah kita kasih waktu untuk perbaikan
permohonan, tidak boleh lagi ada perbaikan, kecuali misalnya Anda bikin
SK-360 itu tertulis 361, 362, itu masih ... masih bisa kita pertimbangkan.
Tapi, yang lain-lain di luar itu, enggak ada lagi, itu sudah disampaikan
sejak dari awal. Oke, ya.

Berikut Nomor 150, silakan Kuasa Hukumnya ke depan, 150.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:04:08]

Siap, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:04:11]
Silakan, ini yang mau bicara siapa ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:04:16]

Atas nama Azham Idham, Yang Mulia, di lembar keempat, nomor
16.

KETUA: SALDI ISRA [02:04:20]
Nomor 16. Siapa lagi? Satu orang saja?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:04:23]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:04:24]
Silakan, Pak Azham.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:04:25]

Baik, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:04:26]

Langsung ke Pokok Permohonan, ya.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:04:32]

Ya, baik. Permohonan kami ini didasari oleh dua alasan, Yang
Mulia. Yang pertama, adanya Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Yang
kedua, adanya pel ... pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara.

KETUA: SALDI ISRA [02:04:46]

Oke, ini yang pertama itu di Halmahera Selatan, ya? Yang
dipersoalkan, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:04:51]

Benar, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:04:52]
Halmahera Selatan III?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:04:54]

Ya. Kami hanya mempersoalkan di Dapil Halmahera Selatan III
saja, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [02:04:59]
Oke, Anda ini PAN berhadapan dengan Partai Demokrat.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:05:02]

Partai Demokrat.
KETUA: SALDI ISRA [02:05:03]
Oke, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:05:06]

Saya uraikan saja, Yang Mulia.
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KETUA: SALDI ISRA [02:05:08]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:05:10]

Di Halmahera Selatan III, terdapat enam kursi, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [02:05:14]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:05:15]

Enam kursi, yang mana kursi ke-6, saat ini diduduki oleh Partai
Demokrat. Nah, menurut Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Partai
Demokrat memperoleh suara 2.122.

KETUA: SALDI ISRA [02:05:33]

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:05:34]

PAN memperoleh suara=2.086.
KETUA: SALDI ISRA [02:05:38]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:05:39]

Kemudian menurut versi Pemohon, semestinya Partai Demokrat
memperoleh suara 2.000, kemudian PAN memperoleh suara 2.222[sic!].

KETUA: SALDI ISRA [02:05:52]

Jadi, PAN kehilangan 134 suara?
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997. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:05:54]

Betul, Yang Mulia. Kemudian Demokrat (...)
998. KETUA: SALDI ISRA [02:05:55]
Sementara Demokrat itu kelebihan 122, ya?

999. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:05:59]

Betul, Yang Mulia.
1000.KETUA: SALDI ISRA [02:06:00]
Oke.

1001.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:06:01]

Dari hasil kelebihan suara itu kemudian dan kekurangan dari PAN
itu akhirnya mempengaruhi perolehan kursi, Yang Mulia.

1002.KETUA: SALDI ISRA [02:06:07]
Oke.

1003.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:06:08]

Saat ini PAN berada pada posisi ketujuh.
1004.KETUA: SALDI ISRA [02:06:11]
PAN ketujuh.

1005.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:06:12]

Siap.
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1006.KETUA: SALDI ISRA [02:06:12]
Dia cuma enam kursi di sini?

1007.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:06:13]

Betul, Yang Mulia.
1008.KETUA: SALDI ISRA [02:06:15]
Oke.

1009.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:06:15]

Selanjutnya saya masuk ke bagian mengenai alasan adanya ...
penye ... pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara.

1010.KETUA: SALDI ISRA [02:06:22]

Ya.

1011.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:06:29]

Pelanggaran ini terjadi di dua desa, Yang Mulia. Yang pertama, di
Desa Wosi, TPS 1, bentuk pelanggaran itu, penghitungan suara ulang
dilakukan pada saat ... penghitungan suara dilakukan pada saat keadaan
mati lampu dan dalam penerangan yang kurang cukup.

Kemudian di TPS 2, pencoblosan atau pemungutan suara tidak
dilaksanakan di TPS, melainkan dilaksanakan di salah satu rumah warga,
Yang Mulia.

1012.KETUA: SALDI ISRA [02:07:04]
Oke.

1013.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:07:05]

Kemudian (...)
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1014.KETUA: SALDI ISRA [02:07:06]
Jadi, di Wosi tadi apa masalahnya?

1015.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:07:08]

Di Wosi ada dua TPS, Yang Mulia.
1016.KETUA: SALDI ISRA [02:07:12]
Ya.

1017.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:07:11]

TPS 1.
1018.KETUA: SALDI ISRA [02:07:14]

Ya.

1019.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:07:14]

Penghitungan suara dilaksanakan dalam keadaan mati lampu.
1020.KETUA: SALDI ISRA [02:07:19]
Oke.

1021.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:07:20]

Kemudian di TPS 2 (...)
1022.KETUA: SALDI ISRA [02:07:23]
Ini malam ya, kalau begitu penghitungan suaranya?

1023.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:07:25]
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Betul, Yang Mulia.
1024.KETUA: SALDI ISRA [02:07:27]
Oke, next.

1025.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:07:28]

Pencoblosan dilakukan atau pemungutan suara dilakukan di salah
satu rumah warga, bukan pada TPS, Yang Mulia.

1026.KETUA: SALDI ISRA [02:07:39]
Oke, terus?

1027.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:07:40]

Kemudian di Desa Kebun Raja.
1028.KETUA: SALDI ISRA [02:07:42]
Ya.
1029.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:07:43]

TPS 3, yang kami temukan adanya 32 orang sebagai daftar
pemilih khusus, namun tidak mengisi daftar hadir, Yang Mulia.

1030.KETUA: SALDI ISRA [02:07:53]
Oke, tetapi tetap memilih?

1031.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:07:54]

Tetap memilih.
1032.KETUA: SALDI ISRA [02:07:55]

Oke.
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1033.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:07:56]

Kemudian tetap di TPS 3, Yang Mulia.
1034.KETUA: SALDI ISRA [02:08:00]
Ya.

1035.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:08:00]

TPS 3 itu ada perolehan suara partai lain, kami sebut Partai
Buruh, itu kemudian dialihkan ke Demokrat, Yang Mulia.

1036.KETUA: SALDI ISRA [02:08:08]
Oh. Dipindahkan, ya?

1037.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:08:09]

Ya, Yang Mulia.

1038.KETUA: SALDI ISRA [02:08:10]
Oke.

1039.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:08:11]

Nah, kami bacakan dasar-dasar hukum pelanggaran itu, karena
kami mengasumsikan bahwa atas pelanggaran itu mestinya dilakukan
pemungutan suara ulang, Yang Mulia.

1040.KETUA: SALDI ISRA [02:08:21]

Ya. Terus.

1041.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:08:23]
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Yang pertama, berdasarkan Pasal 374 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017. Ayat (2), “"Menyebutkan penghitungan suara di TPS dapat
dihitung ulang ... dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut. Poin
(c), penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau
yang kurang mendapat penerangan cahaya.”

Kemudian, Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017. Ayat (2), “Pemungutan suara di TPS wajib diulang, apabila dari
hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas, TPS terbukti terdapat
keadaan sebagai berikut. Poin (a) Pembukaan kotak suara atau berkas
pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara
yang tepat, dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.”

Kemudian selanjutnya, Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017, pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dalam
hasil penelitian dan pemeriksaan TPS terbukti keadaan sebagai berikut.

Poin D, pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk dan
tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Saya kira itu alasan-alasannya, Yang Mulia.

1042.KETUA: SALDI ISRA [02:09:48]
Ya.

1043.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:09:48]

Kemudian, kami langsung kepada Petitum, saja.
1044.KETUA: SALDI ISRA [02:09:51]
Silakan.

1045.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:09:52]

Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Dianggap dibacakan, sepanjang Daerah Pemilihan Halmahera Selatan
3 untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan.

3. Menetapkan hasil perolehan suara menurut Pemohon Partai Demokrat
2.000, Partai Amanat Nasional 2.220.

4. Menetapkan perolehan kursi dan seterusnya. Perolehan kursi pertama
diperoleh oleh PKB, kemudian kedua oleh PK ... PKS, ketiga Gerindra,
keempat PDIP, kelima Perindo, dan keenam PAN. Atau setidak-
tidaknya, berdasarkan pelanggaran tadi, kami memohonkan,
memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan
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suara ulang di Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera, Daerah
Pemilihan 3. Untuk Desa Wosi TPS 1 dan 2, kemudian Desa Kebun
Raja TPS 3.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan
putusan ini.
Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya.
Demikian, Yang Mulia.

1046.KETUA: SALDI ISRA [02:11:06]
Terima kasih. Cukup, ya?

1047.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:11:08]

Cukup.
1048.KETUA: SALDI ISRA [02:11:11]

Terakhir, kita masuk ke Perkara 171.

Nah ini ada beberapa catatan ya untuk 150 tadi, Prinsipal ...
fotokopi KTP Prinsipal belum ada.

Kemudian beberapa Kuasa Hukum belum menyerahkan KTA,
yakni atas nama Julianto Asis, Yusran, Fandy Irianto, Eko S., Muhammad
Nursal, dan Nasrullah. Tolong nanti dilengkapi, ya.

1049.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:11:45]

Kami lengkapi hari ini, Yang Mulia.
1050.KETUA: SALDI ISRA [02:11:47]
Ya, terima kasih.
Terakhir, Nomor 171. Kuasa Hukumnya, sudah ada? Silakan.

Ini dari Partai Demokrat?

1051.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [02:12:03]

Baik, Yang Mulia.

1052.KETUA: SALDI ISRA [02:12:04]
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Ya. Yang sekarang siapa namanya?

1053.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [02:12:11]

Cepi Hendrayani, Yang Mulia.
1054.KETUA: SALDI ISRA [02:12:13]
Cepi Hendrayani, sudah. Satu orang saja atau berdua?

1055.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [02:12:17]

Berdua, Yang Mulia.
1056.KETUA: SALDI ISRA [02:12:19]
Oh, tadi sudah ada ya? Silakan.

1057.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [02:12:20]

Baik.

1058.KETUA: SALDI ISRA [02:12:20]
Oh, Nomor berapa di sini?

1059.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MEHBOB [02:12:26]

Nomor satu, Yang Mulia.
1060.KETUA: SALDI ISRA [02:12:29]
Ya, Pak Mehbob. Silakan.

1061.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [02:12:32]

Baik, Yang Mulia.
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1062.KETUA: SALDI ISRA [02:12:33]
Langsung ke Pokok Permohonan.

1063.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [02:12:36]

Baik, Yang Mulia.
1064.KETUA: SALDI ISRA [02:12:38]
Jadi, ini Dapil ya. Dapil 4 Maluku Utara, ya?

1065.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [02:12:42]

Betul.
1066.KETUA: SALDI ISRA [02:12:42]

Untuk Kanggotaan DPRD Provinsi, yang dipersoalkan adalah Dapil
4 Maluku Utara. Silakan.

1067.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [02:12:49]

Baik.

Bahwa, Perolehan Suara Pemohon yang benar dan berpengaruh
pada perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah
Pemilihan 4, sebagai berikut.

Bahwa, telah terjadi penambahan suara Partai Perindo yang
dilakukan Termohon di TPS 1 Desa Ranga Ranga, Kecamatan Gane
Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, yang mana penambahan
tersebut sebanyak satu suara menurut Data C.Hasil yang dimiliki oleh
Pemohon seharusnya adalah dua suara untuk Partai Perindo, ternyata
berbeda dengan Data D.Hasil yang dimiliki oleh Termohon, yaitu tiga
suara.

1068.KETUA: SALDI ISRA [02:13:28]
Jadi, ada penambahan satu suara, ya untuk Perindo?

1069.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [02:13:32]
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Betul, Yang Mulia.
1070.KETUA: SALDI ISRA [02:13:33]
Lanjut.

1071.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [02:13:34]

Kemudian, bahwa telah terjadi penambahan suara Partai Perindo
yang dilakukan oleh Termohon yang diakibatkan kesalahan penjumlahan
dalam Model D.Hasil Kecamatan Gane Timur Selatan, Kabupaten
Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, yang mana penambahan
tersebut sebanyak 15 suara, menurut Data C.Hasil yang dimiliki oleh
Pemohon seharusnya adalah ... menurut Data C.Hasil yang dimiliki
Pemohon seharusnya adalah 300 ... 397 suara milik Partai Perindo,
ternyata berbeda dengan Data D.Hasil yang dimiliki oleh Termohon, yaitu
412 suara.

Bahwa penambahan suara Partai Perindo yang dilakukan
Termohon, yang diakibatkan karena kesa ... kesalahan penjumlahan
dalam Model D.Hasil Kecamatan Gane Timur Selatan, Kabupaten
Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Yang mana, penambahan
tersebut, ada pada Caleg Partai Perindo Nomor 1 yang jumlah perolehan
suaranya sebanyak 384 suara, menurut Data C.Hasil yang dimiliki oleh
Pemohon yang ternyata berbeda dengan Data D.Hasil yang dimiliki oleh
Pihak Termohon adalah sebanyak 398 suara, sehingga terdapat
kelebihan (...)

1072.KETUA: SALDI ISRA [02:14:48]

Itu, halaman berapa yang Anda bacakan itu?

1073.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [02:14:50]

Di halaman 9, Yang Mulia.
1074.KETUA: SALDI ISRA [02:14:51]
Bentar. Oh, ini penjelasan tabel, ya?

1075.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [02:14:54]

Penjelasan tabel, ya.



143

1076.KETUA: SALDI ISRA [02:14:56]
Ya, terus.

1077.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [02:14:56]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.
1078.KETUA: SALDI ISRA [02:14:57]
Ya.

1079.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [02:15:00]

Pemohon meyakini jika kelebihan 15 suara tersebut adalah tidak
sah, karena adanya kesalahan penjumlahan atau kesalahan input
perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon.

1080.KETUA: SALDI ISRA [02:15:11]

Oke, ini tabelnya, ya?

1081.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [02:15:15]

Betul.

Bahwa menurut Pemohon, jumlah perolehan suara Partai Perindo
dalam Model D.Hasil Kecamatan Gane Timur Selatan, Kabupaten
Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, menurut Data C.Hasil yang ...
dan D.Hasil yang dimiliki oleh Pemohon berdasarkan hasil penjumlahan
yang benar adalah sebanyak 397 suara.

Bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti adanya penambahan
suara atau penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon
untuk Partai Perindo sebanyak 15 suara. Akibat kesalahan penjumlahan
dalam Model D.Hasil, Kecamatan Gane Timur Selatan.

1082.KETUA: SALDI ISRA [02:15:46]

Sebentar.
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1083.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [02:15:47]

Izin merenvoi, Yang Mulia.
1084.KETUA: SALDI ISRA [02:15:48]
Sebentar. Yang mana yang mau direnvoi? Halaman?

1085.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [02:15:50]

Di halaman 10 tertulisnya Gane Timur Utara, tapi yang kami
maksud adalah Gane Timur Selatan.

1086.KETUA: SALDI ISRA [02:16:00]
Oke, ini yang tabel halaman 9 dan 10 ini (...)

1087.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [02:16:04]

Betul.
1088.KETUA: SALDI ISRA [02:16:04]
Ini kan menurut Pemohon, ya?
1089.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [02:16:07]
Menurut Pemohon. Ya, Yang Mulia.

1090.KETUA: SALDI ISRA [02:16:08]

C.Hasil-nya 397, ya. Kemudian D.Hasil-nya 397. Lalu, apa yang
masalah di sini?

1091.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [02:16:19]

Maksudnya, itu tabel versi Pemohon dari pembanding tabel yang

di (...)

1092.KETUA: SALDI ISRA [02:16:26]
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Yang ada di sebelahnya tadi?

1093.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [02:16:28]

Yang ada di sebelahnya atau yang di atasnya? Di (...)
1094.KETUA: SALDI ISRA [02:16:29]
Yang ... yang di sebelahnya tadi?

1095.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [02:16:30]

Yang halaman 7, ya. Di poin 3, Yang Mulia.
1096.KETUA: SALDI ISRA [02:16:32]
Oke. Jadi, ini yang versi Termohonnya 398 dan 412, ya?

1097.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [02:16:39]

Betul.

1098.KETUA: SALDI ISRA [02:16:39]
Oke, lanjut.

1099.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [02:16:44]

Poin 5. Bahwa Pemohon baru mengetahui adanya kesalahan
penjumlahan dalam model D.Hasil Kecamatan Gane Timur Selatan sejak
rekapitulasi di tingkat Kabupaten Halmahera Selatan dan telah
mengajukan keberatan atas kesalahan penjumlahan tersebut
berdasarkan tanda bukti penyampaian keberatan atau keberatan khusus
atau keberatan saksi Partai Demokrat pada Komisi Pemilihan Umum
Kebupaten Halmahera Selatan. Yang mengajukan keberatan adalah M.
Qudri saksi mandat Partai Demokrat untuk DPD Provinsi Maluku Utara.
Ada pun isi surat keberatannya sebagai berikut. Izin dianggap dibacakan,
Yang Mulia.
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Kemudian, bahwa Pemohon juga telah mengajukan keberatan
atas kesalahan penjumlahan tersebut berdasarkan tanda bukti kepada
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tertanggal 14 Maret 2024.
Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah menerbitkan surat
rekomendasi kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan
penelitian dan pencocokan Formulir D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
pada Kecamatan Bacan Selatan dan Formulir D.Hasil sepanjang pada
TPS tersebut.

1100.KETUA: SALDI ISRA [02:17:54]
Terus.

1101.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [02:17:59]

Kemudian bahwa secara hukum, Pemohon telah terbukti
mengajukan keberatan atau catatan kejadian khusus yang sifatnya
berjenjang sejak terjadinya penggelembungan suara atau penambahan
suara di tingkat KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan di tingkat KPU
Provinsi Maluku Utara.

1102.KETUA: SALDI ISRA [02:18:13]
Ini ada bukti-buktinya, ya?
1103.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [02:18:14]
Ada, Yang Mulia.
1104.KETUA: SALDI ISRA [02:18:15]

Anda mengajukan keberatan, ya? Ke mana diajukan keberatan
ini?

1105.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [02:18:18]

Di Bawaslu, Yang Mulia.
1106.KETUA: SALDI ISRA [02:18:21]

Bawaslu Kabupaten?
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1107.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [02:18:22]

Betul. Dan sudah mengeluarkan rekomendasi, namun tidak
dilaksanakan juga sama KPU (...)

1108.KETUA: SALDI ISRA [02:18:26]
Rekomendasi apa yang diminta Bawaslu?

1109.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [02:18:28]

Untuk melakukan pencermatan, Yang Mulia.
1110.KETUA: SALDI ISRA [02:18:31]
Pencermatan, ya?

1111.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [02:18:32]

Di kabupaten ... di kecamatan tersebut, Yang Mulia.

1112.KETUA: SALDI ISRA [02:18:36]
Oke, lanjut.

1113.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [02:18:38]

Izin, Yang Mulia, langsung kepada Petitum.
1114.KETUA: SALDI ISRA [02:18:41]
Petitum, silakan.

1115.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [02:18:42]

Disampaikan oleh rekan, Yang Mulia.
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1116.KETUA: SALDI ISRA [02:18:44]
Silakan.

1117.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MEHBOB [02:18:48]

Baik, Yang Mulia. Saya akan membacakan Petitum. Cuma tadi
saya mempertegas bahwa dengan kami sudah melakukan keberatan di
Bawaslu, ada rekomendasi. Kemudian KPU Provinsi tetap tidak mau
melaksanakan, sehingga kami telah melaporkan keseluruhan komisioner
provinsi ke DKPP.

1118.KETUA: SALDI ISRA [02:19:07]
Oke.

1119.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MEHBOB [02:19:07]

Sudah ada buktinya juga.
1120.KETUA: SALDI ISRA [02:19:09]
Terima kasih.

1121.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MEHBOB [02:19:09]

Baik, Petitum.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka
Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 360 Tahun 2004 (...)

1122.KETUA: SALDI ISRA [02:19:28]
Dan seterusnya sepanjang.

1123.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MEHBOB [02:19:30]

Dan seterusnya sepanjang (...)
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1124.KETUA: SALDI ISRA [02:19:32]
Perolehan suara?

1125.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MEHBOB [02:19:36]

Sepanjang perolehan suara Partai Perindo Daerah Pemilihan
sebagai berikut.

a. Dapil 4 Maluku Utara, untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi.

b. TPS 1 Desa Ranga ... Desa Ranga, Kecamatan Gane Timur Selatan,
Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

c. D.Hasil Kecamatan DPRD Kecamatan Gane Timur Selatan.

d. D.Hasil Kabupaten Halmahera Selatan, DPRD Provinsi Maluku Utara.

e. D.Hasil Provinsi Maluku Utara, DPRD Provinsi Maluku Utara.

Tiga. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk
Pemohon untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara,
Daerah Pemilihan Dapil 4, sepanjang di Daerah Pemilihan 4 sebagai
berikut.

Partai Perindo 7.044.

Partai Demokrat 7.047.

Empat. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk
melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Yang Mulia yang terhormat, Ketua Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia c.q. Yang Mulia yang terhormat Majelis
Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain,
mohon ... Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

Terima kasih.

1126.KETUA: SALDI ISRA [02:20:58]

Terima kasih, cukup. Berarti ini sudah selesai ini Maluku Utara
semua. Sekarang kita masuk ke berikutnya, pengesahan bukti (...)

1127.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [02:21:13]

Izin, Yang Mulia.
1128.KETUA: SALDI ISRA [02:21:14]

Ya.
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1129.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: [02:21:15] CEPI HENDRAYANI

Menambahlan lupa tadi (...)
1130.KETUA: SALDI ISRA [02:21:16]
Ya.

1131.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [02:21:17]

Kami telah memasukkan tambahan alat bukti, Yang Mulia.
1132.KETUA: SALDI ISRA [02:21:20]
Kapan?

1133.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [02:21:21]

Sebelum tadi bersidang, kami sudah diminta untuk memasukkan

(-)

1134.KETUA: SALDI ISRA [02:21:25]
Oke, kalau bisa diverifikasi, akan sahkan sekarang, tapi kalau (...)
1135.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [02:21:27]
Dari P-8 sampai dengan P-12.
1136.KETUA: SALDI ISRA [02:21:28]
Ya.

1137.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [02:21:30]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
1138.KETUA: SALDI ISRA [02:21:30]

Ya, terima kasih.
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Untuk Perkara 120 ya, Ada Kuasa Hukumnya? 120? Anda
mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-17?

1139.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 120-01-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ZULFIKRAN A. BAILUSSY [02:21:49]

Betul, Yang Mulia.
1140.KETUA: SALDI ISRA [02:21:51]

Betul ya, lengkap, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Jadi, ini di daftar alat bukti tambahan, tanda tangan Kuasa Hukum
belum lengkap, soft copy daftar alat bukti berbentuk Word belum
diserahkan. Diserahkan ya, softcopy-nya yang berbentuk Word. Sudah
diserahkan belum?

1141.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 120-01-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ZULFIKRAN A. BAILUSSY [02:22:11]

Sudah, Yang Mulia. Bentuk di flashdisk.
1142.KETUA: SALDI ISRA [02:22:14]
Oke, nanti dicek.

1143.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 120-01-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ZULFIKRAN A. BAILUSSY [02:22:15]

Siap, Yang Mulia.
1144.KETUA: SALDI ISRA [02:22:16]
Perkara 156, menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-37?

1145.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [02:22:25]

Betul, Yang Mulia.
1146.KETUA: SALDI ISRA [02:22:26]

Betul ya? Kita sahkan.
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KETUK PALU 1X

Itu sudah dinyatakan lengkap, tapi catatan tambahan, daftar alat
bukti, DAB tambahan, tanda tangan Kuasa Hukum belum lengkap,
softcopy DAB bentuk Word mohon diserahkan.

1147.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 156-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DARMAN SUGIANTO [02:22:41]

Ya, Yang Mulia.
1148.KETUA: SALDI ISRA [02:22:42]
Oke, untuk Perkara 162, ini copy KTP identitas Prinsipal tidak ada,
mohon diserahkan. Ini penting. Lalu, menyerahkan Bukti P-1 sampai

dengan Bukti P-42?

1149.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [02:23:02]

Ya benar, Yang Mulia.
1150.KETUA: SALDI ISRA [02:23:03]
Ini ada catatan, Bukti P-2, bukti fisik tidak sesuai dengan daftar
alat bukti. Kemudian, Bukti P-5, bukti fisik tidak sesuai dengan daftar alat
bukti.

Nanti diselesaikan, ya? Di Kepaniteraan, ya?

1151.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IAN MATHEIS [02:23:17]

Siap, Yang Mulia.
1152.KETUA: SALDI ISRA [02:23:17]

Kita sahkan yang sesuai dengan ketentuan.

KETUK PALU 1X

Perkara 127, surat pencabutan permohonan secara tertulis,
mohon diserahkan. Ini sudah dicabut, enggak perlu lagi alat buktinya
disahkan, ya?
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1153.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 127-01-13-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [02:23:37]

Ya, siap, Yang Mulia.
1154.KETUA: SALDI ISRA [02:23:37]
Oke.

1155.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 127-01-13-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIANO PERTAMA [02:23:39]

Terima kasih, Yang Mulia.
1156.KETUA: SALDI ISRA [02:23:40]

Terima kasih.

Perkara 136, Bukti KTA yang diserahkan belum lengkap, tidak ada
bagian yang berisi masa berlaku atas nama Dolfie Rompas, Anggreini M.,
Aryo Sarwo, Sutisna, Rudy AM ... Rudy A., dan M. Yunus Bukti untuk DPR
RI, Daerah Pemilihan Maluku Utara, Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-
388. Ini lengkap, tapi ini ada catatan.

Satu, Bukti P-9 bukti fisik tidak sesuai dengan daftar alat bukti.

Bukti P-11, bukti rekapan C.Hasil Salinan versi Pemohon bukan
merupakan form resmi KPU.

Bukti P-13, rekapan C.Hasil Salinan versi Pemohon bukan
merupakan form resmi KPU.

Kemudian Bukti P-16, bukti rekapan salinan DPT Model A KABKO
versi Pemohon bukan merupakan versi resmi KPU.

Kemudian P-30, bukti rekapan salinan DPT Model A KABKO versi
Pemohon bukan merupakan form resmi KPU.

P-41, bukti Form Model C.Hasil salinan versi Pemohon bukan
merupakan form resmi KPU.

Bukti P-100, bukti Form Model C.Salinan Hasil DPR versi Pemohon
bukan merupakan form resmi KPU.

Kemudian bukti DPRD Provinsi, Maluku Utara 1, P-1 sampai
dengan P-12, betul? P-112?

1157.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [02:25:23]

Betul.

1158.KETUA: SALDI ISRA [02:25:23]
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Betul, ya.

Ini ada bukti yang tidak jelas dan tidak terbaca, Bukti P-9, Bukti P-
26, Bukti P-31, Bukti P-39, Bukti P-44, Bukti P-46, Bukti P-73, Bukti P-74,
Bukti P-75, Bukti P-86, Bukti P-87, dan Bukti P-102. Nanti tolong diklirkan
di Kepaniteraan.

Yang terakhir, bukti untuk DPRD Kabupaten Dapil Halmahera 1,
Bukti P-1 sampai dengan P-13 lengkap, ya? Catatan untuk Bukti P-5
sampai dengan Bukti P-13 yang dipakai di DAB diterima di MK pada
tanggal 23 Maret atau yang tanggal 26 Maret?

1159.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 136-01-02-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: SUHONO [02:26:11]

23 Maret.
1160.KETUA: SALDI ISRA [02:26:14]

23 Maret. Oke, sepanjang yang tidak bermasalah kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Oke. Untuk Perkara 01?

1161.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [02:26:29]

Ya, Majelis.
1162.KETUA: SALDI ISRA [02:26:36]

Buktinya Perdapil, ya?

1163.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [02:26:24]

Ya, Majelis.
1164.KETUA: SALDI ISRA [02:26:28]
DPRD Kota Ternate 2, P-1 sampai dengan P-21.

1165.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [02:26:44]

Ya, Majelis. Benar, Majelis.
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1166.KETUA: SALDI ISRA [02:26:42]
Untuk Halmahera Barat 1, Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-27.

1167.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [02:26:52]

Benar, Majelis.
1168.KETUA: SALDI ISRA [02:26:50]

Betul. DPRD Kabupaten Halmahera Barat 2, P-1 sampai dengan P-
27.

1169.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [02:26:57]

Benar, Majelis.
1170.KETUA: SALDI ISRA [02:27:01]
DPRD Kabupaten Halmahera Selatan 3, P-1 sampai dengan P-14.

1171.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [02:26:59]

Benar, Majelis.
1172.KETUA: SALDI ISRA [02:27:06]

DPRD Kabupaten Pulau Morotai 3, P-1 sampai dengan P-16.

1173.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [02:27:09]

Benar, Majelis.
1174.KETUA: SALDI ISRA [02:27:11]
Oke, semuanya. Ini untuk Ternate 2, P-8 dalam DAB tertulis
bertanggal 10 Maret 2024. Pada alat bukti tertulis 1 Maret 2024. Nanti

dibereskan, ya.

1175.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [02:27:33]
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Ya, Majelis.
1176.KETUA: SALDI ISRA [02:27:32]
Yang mana yang mau dipakai.

1177.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [02:27:32]

Ya, Majelis.
1178.KETUA: SALDI ISRA [02:27:32]

Kemudian Halmahera Barat 1, P-14 dibubuhi materai, tetapi belum
dileges.

1179.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [02:27:42]

Halmahera Barat 1, ya.
1180.KETUA: SALDI ISRA [02:27:46]

Nanti diselesaikan. Kemudian P-6 untuk masih Halmahera Barat 1
P-6 dan P-8 identitas TPS tidak jelas atau tidak terbaca.

1181.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FAHRUDDIN MALOKO [02:27:46]

Ya, Majelis.
1182.KETUA: SALDI ISRA [02:27:58]

Oke. Sepanjang yang tidak bermasalah, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Ini untuk Perkara Nomor 96, mengajukan Bukti P-1 sampai
dengan Bukti P-19, betul? Perkara 96?

1183.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [02:28:13]

Izin, Yang Mulia, itu sampai P-12, Yang Mulia, sampai P-13, Yang
Mulia.
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1184.KETUA: SALDI ISRA [02:28:13]
Sampai P-13? Nanti dicek.

1185.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [02:28:25]

Siap, Yang Mulia.
1186.KETUA: SALDI ISRA [02:28:25]
Itu kapan sampai yang tambahannya disampaikan?

1187.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [02:28:31]

Waktu itu tanggal, 23 Maret 2024, Yang Mulia.
1188.KETUA: SALDI ISRA [02:28:39]
Oke. Ini yang ada di tangan kita tuh, ini, Bukti P-1 sampai dengan
Bukti P-19, benar, ya?
1189.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [02:28:49]
Ya, benar, Yang Mulia.

1190.KETUA: SALDI ISRA [02:28:48]

Oke. Bukti P-1 sampai Bukti P-19, Bukti P-4, Bukti P-9, dan Bukti
P-10 kurang jelas.

1191.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [02:28:56]

Siap, saya perbaiki, Yang Mulia.
1192.KETUA: SALDI ISRA [02:28:58]
Nanti Bukti P-16 dalam daftar bukti disebut Model D, pada bukti

fisik bukan Model D versi KPU, tabel perolehan suara biasa, ya.
Sepanjang yang tidak bermasalah kita sahkan.
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1193.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 96-01-09-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [02:29:11]

Terima kasih, Yang Mulia.
1194.KETUA: SALDI ISRA [02:29:33]

Oke. Ini untuk 115, Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, lalu
tambahan Bukti P-3 sampai dengan ... sampai dengan P-541.

1195.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [02:29:43]

Ya, baik, Yang Mulia.
1196.KETUA: SALDI ISRA [02:29:43]
Betul, ya?
1197.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [02:29:43]
Nanti ada tambahan lagi, Yang Mulia.
1198.KETUA: SALDI ISRA [02:29:45]

Ya, nanti boleh ditambah. Tapi ada beberapa hal yang perlu
klarifikasi, nanti bisa datang ke ... apa, ya.

1199.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [02:29:48]

Ya, baik.
1200.KETUA: SALDI ISRA [02:29:48]

Ke bagian Kepaniteraan, itu, lalu untuk Bukti P-1 belum ada
stempel biru pada leges.
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1201.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [02:29:58]

Baik, Yang Mulia.
1202.KETUA: SALDI ISRA [02:29:58]
Bukti P-15 dan P-16 dalam DAB disebut surat keberatan, namun
dalam bukti bukan surat keberatan versi KPU. Belum menyerahkan soft

copy DAB, tambahan.

1203.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 115-01-17-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: IRFAN MAULANA MUHARAM [02:30:17]

Baik, nanti kami perbaiki, Yang Mulia.
1204.KETUA: SALDI ISRA [02:30:18]

Oke. Sepanjangan yang tidak bermasalah disahkan.

KETUK PALU 1X

Untuk 150, menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13,
betul?

1205.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:30:24]

Betul, Yang Mulia.
1206.KETUA: SALDI ISRA [02:30:38]
Nah, ini ada catatan, Bukti P-4 tidak sesuai pada daftar Bukti P-4
tertulis Kecamatan Gane Barat Selatan, tapi pada bukti fisik Kecamatan
Gane Timur, justru alat Bukti P-4 cocok dengan daftar alat Bukti P-5

D.Hasil Kecamatan Gane Timur, nanti disesuaikan.

1207.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:30:55]

Izin, Yang Mulia, itu kayaknya ketukar, Yang Mulia, posisinya.
1208.KETUA: SALDI ISRA [02:30:55]

Oke. Ya, nanti Anda perbaiki.
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1209.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:31:01]

Siap, Yang Mulia.
1210.KETUA: SALDI ISRA [02:31:01]

Bukti P-5, P-6, dan P-10, serta P-12 tidak ada dan belum
diserahkan alat buktinya sesuai dengan T-3B. Bagaimana itu?

1211.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:31:11]

Kami susulkan, Yang Mulia.
1212.KETUA: SALDI ISRA [02:31:12]
Oke, disusulkan, jadi bukti yang ada disahkan dulu, ya.

1213.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:31:14]

Baik, Yang Mulia.

1214.KETUA: SALDI ISRA [02:31:23]

KETUK PALU 1X

Terakhir untuk Perkara Nomor 171, menyerahkan Bukti P-1
sampai dengan Bukti P-12, betul ya?

1215.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [02:31:31]

Betul, Yang Mulia.
1216.KETUA: SALDI ISRA [02:31:35]

Tambahan bukti yang dimasukkan tadi sudah diverifikasi dan
dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X
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1217.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 171-01-14-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: CEPI HENDRAYANI [02:31:33]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
1218.KETUA: SALDI ISRA [02:31:44]

Dengan demikian, sidang kita untuk sesi pertama siang ini
dinyatakan selesai, maka akan dilakukan penundaan siding, kecuali yang
tadi ... apa ... menarik permohonan.

Sin ... sidang akan ditunda sampai nanti akan ada pemberian
waktu yang klir dari Kepaniteraan kepada para pihak untuk dilanjutkan
dengan penyampaian jawaban dari Termohon, penyampaian keterangan
dari Pihak Terkait, dan penyampaian keterangan Bawaslu. Jadwal
lengkapnya nanti akan ditentukan Mahkamah. Estimasi Sidang
selanjutnya itu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024.

Jadi, masih cukup nih waktu untuk semua pihak, mulai dari
Pemohon kalau mau ada penambahan bukti, Termohon, Pihak Terkait,
termasuk juga Bawaslu. Ini Bawaslu banyak sekali disebut ini,
rekomendasi ini dan segala macam, tolong itu dijawab. Jadi, baca
permohonannya itu, apa yang terkait Bawaslu di situ yang harus
dijawab. Atau yang didalilkan mereka itu yang diawasi oleh Bawaslu. Bisa
saja tidak didalilkan, tapi itu memerlukan penjelasan Bawaslu. Ya.
Cukup, ya? Para Pemohon, cukup, ya?

1219.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:33:06]

Izin, Yang Mulia.
1220.KETUA: SALDI ISRA [02:33:08]
Ya, silakan.

1221.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:33:09]

Sesuai Yang Mulia sampaikan tadi bahwa dan sepengetahuan
saya, Bawaslu itu sampai di tingkat KPS ada Panwasnya, Yang Mulia.

1222.KETUA: SALDI ISRA [02:33:16]

Ya.
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1223.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:33:17]

Jadi, di permohonan kami ada beberapa pelanggaran yang kami
uraikan, kami izin ke Bawaslu, tolong dikonfirmasi ke Panwas, apakah
benar pelanggaran itu ada atau tidak?

1224.KETUA: SALDI ISRA [02:33:27]

Nanti, biar Hakim yang memerintahkan, Anda tidak boleh
memerintahkan orang itu.

1225.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:33:31]

Kami izin aja, Yang Mulia. Untuk di-notice, Yang Mulia.
1226.KETUA: SALDI ISRA [02:33:31]
Ya. Saya yang memerintahkan, bukan Anda.

1227.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM

Makasih, Yang Mulia.
1228.KETUA: SALDI ISRA [02:33:35]
Oke, jadi nanti Anda jelaskan, ya. Jadi, ini kalau perintahnya ke
sini dulu, nah baru saya yang perintah, kami Hakim yang perintah.
Bukan, nanti saya yang menyampaikan, ya. Anda harus patuhi ini

peraturan dalam ruang sidang ini.

1229.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 150-01-12-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:33:50]

Siap, Yang Mulia.
1230.KETUA: SALDI ISRA [02:33:51]

Oke. Jadi dengan demikian, diingatkan, dari mana lagi?
Termohon, Termohon, silakan.

1231.KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [02:33:55]
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Ya. Mohon izin karena ini untuk melengkapi jawaban kami, perlu
melihat mengecek bukti dari Pemohon, barangkali bisa diizinkan, Yang
Mulia.

1232.KETUA: SALDI ISRA [02:34:05]

Bisa inzage. Ya, nanti akan dilayani sepanjang jam kerja.
1233.KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [02:34:09]
Baik, terima kasih, Yang Mulia.
1234.KETUA: SALDI ISRA [02:34:11]
Ya, terima kasih. Ada lagi? Cukup, ya?

Dan demikian, sidang untuk Perkara Permohonan PHPU di Provinsi
Maluku Utara untuk sesi ini dinyatakan selesai, sidang ditutup.
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